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lilabup Kasta Pimpin Rapat Persiapan

PemeriksaanBPK

Wabup Klungkung Made Kasta saat memimpin persiapan O.."r,n.ijt]
BPK di Ruang Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Senin (4/2).

SEMAMPUM, NusaBali
Wakil Bupati (Wabup)

Klungkung I Made Kasta
pi4pin rapat pembahatan

desa se-Kecamatan Klung-
kung. Acara tersebut bertem-
pat di Ruang Praja Mandala,
Kantor Bupati Klungkung,
Senin (4/21.

Hadir Sekda Klungkung
Gde Putu Winasrra, Kepala
InspektoratKlungkung I
Made Seger serta paia pim*pl-
nan OPD. Dalam kesempa-
tan tersebut, Wakil Bupati
Klungkung I Made Kasta men-
gatakan, kepada seluruh per-
angkat daerah maupun per-
angkatdesa untuk mimahami
aturan-atuaran yang sudah
berlaku. Sehingga n*antinya
bisa menjalankan tugas den-
gan sebaik-baiknva sesuai
Iypoksi masing-masing unit.
"Pahami aturan-aturan yang
sudah berlaku, yang piling

persiapan pemeriksaan
(Badan Pemeriksa Keuangan)
BPK yang melibatkan perang-
,kat daerah dan perangkat

utama jangan ada instansi
yang. melanggar aturan yang
sudah ditentukan," ujarnya
._ Tak hanya itu sa;a, Wabup
Ka:tq lyCq mengingarkan agar
rerleblh ctahulu menyiapkan
clata-data agar bisa beragu-
mentasi dengan baik saat
nantinya BPK turun. Selain
itu, kerjasama yang baik an-
tara pimpinan dengan bawa-
han harus terjalin dengan
baik. "Komunikasi, koordiiasi
dan konsultasi di dalam men-
jalankan tugas sesuai tupoksi
di masing-masing unit harus
terus dijaga dengan sebaik-
DalKnya,' harapnya.

. Kepala lnspektorat Klung-
kung I Made Seger menyam-
paikan tujuan dari rapat terse-
but yakni untuk memberikan

pemahaman kepada masing-
masing perangkat daerah
maupun perangkat desa agar
bisa menjalankan tugas mau-
pun program-program sesuai
aturan yang berlaku. 'Apapun
na nti nya pr.ogram-progra m
yang sudan ber.lalan maupun
yang baru dirancang agar bisa
rnenyesuaikan dengan aturan
yang sudah berlaku," ungkap-
nya.

Lebih lanjut, Made Seger
menambahkan agar peng-
hargaan yang sudah Pemkab
Klungkung raih agar bisa di-
pertahanan atau bisa diting-
katkan. "Mari menjalankair
tugas secara tulus ikhlas agar
pekerjaan yang kita kerjalian
bisa berjalan dengan baik,"
harapnya.6 wan
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Oknum Satpol PP Pungli Dinonioblcan
Oknum Kasubag Satpol PP yang
tertangkap Satgas Saber' Pungli
dinonjobkan ke Dinas Arsip dan

Perpustakaan Jembrana. Sedangkan

NEGAM, NusaBali
Oknum Kasubag Umum

danrKepegarvaian pada Sek-
retariat Satpol PP Jembrana,
I Komang Putra Astika, 47,
yang melakukan pungli ter-
hadap penduduk pendatang
[duktang) beberaPa waktu
tatu, secaii resmi dinonjobkan

seorang lagi dipindahtugaskan ke Seksi
Damkar.

atau dibebaskan dari labatan,
dan dipindahtugaskan seb-
agai pegawai Dinas Arsip dan
Perpustakaan Jembrana, Senin
(4/2]. Sementara rekannya,
anggota Bidang Penegakan
Perundang-Undangan Daerah
Satpol PP fembrana, I Nyoman
Darmada, 54, diberikan sanksi

berupa penurunan pangkat,
dan dipin dahtu gaskan se.b a ga i
anggota Seksi Pemadam Keba-
karan (Damkar) pada Bidang
Perlindungan Masyarakat
(Linmas) Satpol PP fembrana.

Bupati Jembrana I Putu Ar-
tha, mengatakan kedua oknum
Satpol PP yang berstatus PNS
itu sama-sama diganiar sanksi
hukuman disiplin berat sesuai
Peraturan Pemerintah [PP) RI

Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS. Keduanya terbukti
melakukan pungli sehingga dini-
lai pantas mendapat hukuman
disiplin berat tersebut. "Yang
oknum kasubag dinoniobkan
menjadi staf di perPustakaan.
Sedangkan satunya Yang me-

mang staf, kami turunkan pang-
katnya, dan dia kami pindahkan
ke anggota pemadam. Memang
masih di bawah Satpol PP, tetapi
tidak lagi menjadi anggota Pol
PP," ujar Bupati Artha, yang juga
didampingi Sekda Jembrana
Made Sudiada, Senin (4/2).

Menurut Bupati Artha,
sanksi berupa nonjob ter-
hadap oknum kasubag serta
penurunan pangkat terhadap
oknum anggota Pol PP yang
juga sama-sama dipindahtu-
gaskan, itu sebenarnya masih
termasuk sanksi hukuman
disiplin berat kategori sedang.
Mereka masih beruntung tidak
sampai diproses pidana oleh
Polres Jembrana, sehingga

tidak sampai menerima gan-
jaran sanksi hukuman disiplin
berat kategori yang paling
berat, yakni berupa pemecatan
sebagai PNS. "lni masih untung
diserahkan ke kami. Kalau
diproses hukum, mereka bisa
termasuk melakukan korupsi,
dan pasti akan dipecat," te-
gasnya.

Sesuai catatan, kasus pungli
melibatkan dua oknum Satpol
PP Jembrana tersebut merupak-
an kasus pungli ketiga melibat-
kan oknum Satpol PP jembrana
yang diungkap jajaran Kelom-
pok Kerja [Pokja) Penindakan
Satuan Tugas Sapu Bersih Pun-
gutan Liar (Satgas Saber Pungli)
Jembrana dari Fi- I res Ien j,brarm.

Dua kasus sebelumnya, pada
Februari 201.7 dan fanuari 2018
lalu, masing-masing ditangkap
3 oknum Satpol PP yang di-
duga melakukan pungli di Pos
KTP Gilimanuk. Mengenai hal
tersebut, Bupati Artha meminta
Kepala Satuan (Kasat) Pol PP

f embrana untuk meningkatkan
pembinaan jajaran di Satpol PP,
dan diharapkan pungli beberapa
waktu lalu, menjadi kejadian
yang terakhir. "Nanti kalau ma-
sih ada lagi, sanksinya bisa naik
ke kasat-nya," ungkap Bupati
Artha.

Sementara Kasatpol PP Jem-
brana I Gusti Ngurah Rai Budhi,
yang mendampingi Bupati Ar-
tha, mengaku siap menerima

sanksi pimpinan, ketika dinilar
tidak bisa melakukan pembi-
naan terhadap jajarannya. Na-
mun menurutnya pembinaan
sudah terus dilakukan. Ter-
masuk mengkhusus terhadap
sang oknum Kasubag Umum
dan Kepegawaian pada Sek-
retariat Satpol PP )embrana
I Komang Putra Astika alias
Kelemong, yang sebelumnya
memang ditengarai memiliki

.track record buruk. Namun
dalam melakukan pembinaan
terhadap yang bersangkutan,
dia tidak sampai membuatkan
semacam pernyataan secara
tertulis, karena memPertim-
bangkan yang bersangkutan
telah dewasa. .:1 ode
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Jadi Tersangka Korupsi Dana Pembangunan Kantor Desa ,l

menyusul statusnya seba-
gai tersangka kasus dugaan
k_orupsi dana pembangunan
Kantor Desa Celukan Biwang
Tahun 2014. Usulan itu disaml
paikan Dinas pemberdayaan
Masyarakat Desa (pMDj Ka-
bupaten Buleleng setelah mel-
akukan telaahan terhadap
kasus yang menyefet perbekel
Ashari.

Dinas PMD dalam telaa-
hannya menyebut, berdasar
ketentuan hukum permend-
agri Nomor 82 Tahun 2015,
tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa,
dan Perda Nomor 1,0 Tahun
2016 tentang Tata Cara pe-
milihan, Pelantikan dan pen-

egaskan, dalam kasus tersebut
semua pihak harus taat dengan
hukum, dan pemkab Bulel6ng
s.endiri akan mengikuti aturan
o_an mekanisme yang ada.
"Yang jelas, proses hukum dan
mekanismenya harus berialan
dengan benar. Kami akanjkuti
proses dan mekanisme yang
ada," ujarnya.

Perbekel Celukan Bawang
Muhammad Ashari ditetap-
kan sebagai tersangka sejak3
Januari 2019 lalu. Kasus yang
membelit perbekel ashar'i
bermula ketika pihak pLTU
Celukang Bawang vakni pT
Gene.ral Energi Arii lCEe;,
membayarkan dana ganti rugi
bangunan Kantor Desa, sekitir

gangkatan perbekel, dimana
disebutkan kepala desa dapat
diberhentikan sementara oieh
Bupati karena ditetapkan se_
bagai tersangka dalam tindak
pidana korupsi. "sesuai perda
tentang tata cara pemilihan,
pelantikan dan pengangkatan
perbekel, maka perbekel dapat
diberhentikan sementara oieh
bupati tanpa melalui usulan
BPD karena berstatus sebagai
tersangka kasus korupsi,,, kita
Kepala Dinas pMD, IMade
Subur; Jumat (I/2).

Berdasarkan telaahan rerse_
but, Subur mengaku telah men-
gajukan usulan pemberhenrran
sementara Perbekel Ashari
kepada Bupati Buleleng, putu

tahun 2014 silam. Pembayaran
dana ganti rugi itu, kirena
lahan dan bangunan Kantor
Desa Celukan Bawang di Dusun
Punggukan, ikut dibebaskan
oleh PT GEB sebagai areal
pembangkit listrik.

Untuk lahan, pihak PT GEB
telah membelikan lahan di Du-
sun Celukan Bawang dengan
luasan yang sama dengan lua-
san kantor desa sebelumnva.
Sedangkan untuk bangunan
kantor desa, PT GEB memberi-
kan dana ganti rugi. Konon,
besaran dana ganti rugi ban-
gunan kantor desa itu sekitar
Rp 1,2 miliar. Dana ganti rugi
itu dibayarkan PT GEB melalui
rekening Ashari.

Dana tersebut dipakai mem-
bangun kantor desa. Hanya
saja, dalarn pembahgunan itur
tidak melalui proses tender di
unit layanan pengadaan (ULP)
barang dan jasa. Kabarnya,
Perbekel Ashri menunjuk lang-
su4g rekanan yang disebut-se-
but bernama CV Hikmah Lagas.
Selain gedung kantor desa, CV.

;:! :. : , :, --,"-_ "-T\*:1.!-:*:,t:_q13,*g*.

mengerjakan pagar kantor
ctesa. tanpa proses tender. Se_
taln I{elanggalan tersebut, tim

, Kejari Buleleng juga menilai
Kedua proyek tersebut tidak
l?Tpui sebesaf Rp 1 miliar.
A](tbat perbuatan, total keru_
glan,negara ditaksir schesar
Rp 295.525.990.6 kt9

]q

Perb ekel Celukan B awang Terancam Dib erhentltan

Ketentuan
Permendagri

dan Perda
memungkinkan

perbekel yang
tersangkut

masalah hukum
bisa diberhentikan

sementara.
SINGAMIA, NusaBali

Perbekel Celukan Bawang,
Kecamatan Gerokgak, Mu"-
hammad Ashari, kini diusul-
kan diberhentikan sementara.

Agus Suradnyana. "Kami sudah
ajukan telaahanya yang berisi
usulan pemberhentian rru.
kepada Bupati Buleleng, putu
Agus Suradnyana. "Kamisudah
ajukan telaahannya yang berisi
usulan pemberhentian itu, ka_
rena Perbekel Celukan Bawang
telah memenuhi sy2pag dllsi
hentikan sementara karena
sudah berstatus sebagar ter-
sangka," jelasnya.

Sementara Bupati putu
Agus Suradnyana dikonfir-
masi, mengaku belum semDat
membaca telaahaan dari bi_
nqs fM! menyangkut usulan
Femberhentian sementara
Perbekel Celukan Bawang.
Meski demikian Bupati men-

h\gIdisi
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4lPAt Komunal
I PUPR $asar Daerah Lain di Karangasem
AltrAnnA,. TRIBIIIBALI tingan warga,,' Jelas Gusti
lDinasPeke{aanUmumdan t aiang Su}adnya. S.f"."
Penataan Ruang (pUpR) Ka- (S/2). "
rangasem akan membangun patu unit IpAL cukup un_
:Tp,aJ lnslal.3:i 

pengolahan tuk b0 sampai 100 KK. ,r\_Air Limbah (lpAL) komunal juannya uniuk penyehatan
fafun ini. pemb_angrll, iingt<"ngan di sei<rtar p.rn"_ini menggunakan Dana Alo_ t,iman sitrirrgga tak ada lim_
kasi Khusus (DAI! Kemente- bah berseraliln. program inirianPUPR. pun terkait dengan program
_ Kabrrl Persampahan dan seratus kosong;eratus yang
lygle\atan_ Lingkuirgan dirancang oleh-hestden Joko
PUPR, Gusti Lanang Suyad- Widodo.
nya, menjelaskan, 4IpAL ko_ "Tahun ini pemerintah

TT3-l-.i,"rna dibangun di daerah Juga menganggar_
bungaya. Kecamatan Beban_ kan Rp 200 Juta untuk- me_dem, Kelurahan gubagan, nya-Lrngkan sekitar 25.
Kelurahan Karangasem, dan Xi< t" pai komunal. Nanti
sisanya di Kecamataan lhra- lana ini akan diganti denganngasem. dana tribah SetC,',1etas C"us_

__ 
"Pembangunan 4 IpAL ti I^anang, yang juga menjadi

*i" 1",^ ll-g.gur"l "{1 !" anggora 
-ernr "narangasem.

Knar 2.6 Miliar dari DAK program yanA dimulai ta_
Kementerian pUpR. Dalam hun Z"OOO irr n""* menyisir
y.il*l 9..T", *T segera sekitar Kecamatan Karanga_qlrealrsasikan demi kepen_ sem dan Bebandem. Setelah

ini, pemerintah daerah akan
menyisir daerah lainnya
yalni Kecamatan Rendang,
Abang, Selat, Sideman, dan
Kecamatan Manggts, ser-
ta Kubu.

Sebelumnya, pemerintah
telah membangun IpAL ko-
munal di L€bah Sari, Bunga-
ya, Kecamatan Bebandem,
Ampel Kelurahan Karanga-
sem, Beji Desa pertima, dan
Genteng Kelurahan Suba-
gan. IPAL telah diserahkan
ke Kelompok Penerima Man-
faat [KPM.

"Saat ini kita sudah ba-
ngun 2l IPAL Komunal di
Kecamatan Karangasem dan
Bebandem. Kemarin, peme-
rintah telah menyerahkan.4
IPAL komunal ke KpM. Nanti
kelompok yang akan me-
melihara, sedangkan penge-
lolaannya di-handel Dinas
PUPR," tambahnya. (fuI)

' kSq , r, t_b_{13Edisi
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Retribusi Pasar Hanya Capai l,Gt1rlifiar
o Banyak persoafan seiak serah Terima Hak pengeloflaant
IYEGAIA, TRTBIIN BALI _ Dirnas Ko-
perasi Perlndustrian a"" retaala"t - / Misalnya saja,-i4 melanJutkan, pada

sf"#f,h*lsBiB151';Tl*Hil lffi n"*'5,111#3':ll ;11,',1.;"'*?ff;
;11fl;1ffi:Tiii:Tgffi?tr1ffi r^ . . -T lil:'i,'1,:t$inT:Hrt-trfH.l
pengeiolaan p""". ri'iJir?;k"";; ;adi kami benahi dari g:l* t-g beium. M"r.". ,*r"-s
;'#:**ffiru5:H',i*H;u; segi fisik, rara kel;la, i::95:il,"*'l';ls1*:ffH",St

Atl"trf#i1f^ffiffiffi:Tjil dan regulasi dffilffiruHff:ff-Htfffidalam Pendapatan Asli oa.i"rrTpaotl- | lrqra a^j^ D--rLr_ Bupati.
Kepala oii"" r"p..indag Kabuoa- | Made Gede Budhhrta "Apalagi tahun ini kami mensarah

ten Jembrana. I Made ceae"nudnia[a Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Jembrana f1d" R_"-""t sehat dan tertib uku? dan
menyatakan. pihaknya baru satu ta- tahun2020targetakanada2pasarber-
hun mengelola seJak terakhirnya MoU SNI (Standar Nasional Indonesia) yalni
Bupau Jembrana denean Peru;da dan pedagang maupun pemberi sehingga ;fiffi:-flffi?T:: dan Pasar.e"tt1"t
setelah adanya rekomJndasi opnn r<^_ I.l"""i_q""S.ryu li"u meningkatt-in M?;*triy" belum tercapainya tar_tTffiXi:fi3'*L, 

o- darr retribu- 
P6:it";'*'ffti";} ,-,""i.'v; s.r"". g.t ili-u".i pasar iusa karena aspek

si pasar sebesar np e,s Miliar, namu" '-i"o'.r,1elaskan 
banyak persoalan ter- ;t#::l"tiltil:*t:T-Tlffitff;hanva Rp I '6 Miliar vang tercapai. Me- pJi"q"i1""..#i##"i.Tg*aan itu rClJ"" z6r r tentang Retribusi Jasanurut Budtriarta ha, ini terkaifdengan i..."""t perilaku dan buEaya ke4a. Umum.cara pengelolaan' Dl mana' sambu-ng- e.mqi1*pdilil;;;uli*"rg, ,co.,ror,r,y" 

sajabegini. ya. pedagangnva' perusda menitik beratkan prolt d u:j:lg;k";#;";;;ue,.ph4 o, p.i"##,idak dapar apa. rapi bayaroriented' tapi Diskoperinaag pengitoL 
"!u 

t..np"l,n,.l"rnb+ *gg"tL *trt retriuusrnya sama dengan pedagangannva lebih pada pelayanan' tinaga kgltrak itu pada apED peru-bah- ai r"" v-j aapat fasilitas. seharuInya"Bagaimana kami meningkatkan pe- 
"t. 

:.l.ot t".tri l.'"J] J#""Li n"ir., beda sehiigga harus dirasionalisasl,,,lavanan kepada masyarakit. euit it, GL t}or", darr;d;;,G;"""; jehsnya. (ang)

,,riii$f\,,.W
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kurungan. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti
sebesar Rp 1.670.780.000. Jika terdakwa tidak memb-ayai uang
kurungan. Terdakwa juga dituntut

pengganti paling lama satu bulan setelah
memperoleh kekuatan hukum tetap, mak

n setelah putusan pengadilanpenggan[r pa
memperoleh

jara selama empat tahun. Itu untuk terdakwa Wartini. -

Sementara terdakwa Murniati dituntut lebih ringan
yakni tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider
enam bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar
Rp 292.6?7.000. Jika terdakwa tidak membayar uang peng-
ganti paling lama satu bulan setelah putusan pengaditan
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendi dapat
disi-ta dan dllelang untuk menutupi uang pengganti. Apa6ila
terdakwa tidak mempunyai harta benda maka dipidana pen-
jara selama tiga tahun dan enam bulan. (kmb3?)

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendi dapat
disila dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabiladisila dan dllelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila
terdakwa tidak mempunyai harta benda,maki dipidani pen-

E c1 isi

l-lal

Kasus Dugaan Korupsi PNPM-MP

Terdakwa Murniati Dituntut
7 Tahun, Wartini 8 Tahun
De:rpasar (Bali Post) -

Dua orallg terdakwa kasus dugaan korupsi dana Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
(qNPM-Mf) Kecamatan Rendang, Karangasem, Ni Wayan
Murniati alias Bebel (47) dan Ni Ketut Wartini alias Gebrod
(39), Rabu (6/2) kemairn masing-masing dituntut pidana pen-
jara selama 7 tahun dan 8 tahun penjara.

Terhadap tuntutan tim jaksa, kedua terdakwd akan men-
gajukan pembelaan atau pledoi.

Ja\sa yang dikoordinir Andri Kurniawan menyatakan
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan
primer yakni 'lelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)
b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan tIU No. 20
Tahun 2O01 tentang Perubahan atas IfU No. 5t Tahun 199g
tentang Egmberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64
ayat (1) KUHP.
- Terdakwa juga didenda Rp 300 juta subsider enam bulan

Vo+^,is ,Z (cbr"rrr; Zoll
:J
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Target Retribusi Pasar Rp 3,5 Miliar;

Te_rcapql Hanya Rp I,6 Miliar
Negara (Bali Post)
_ Pendapatql retribusi dari Pasar Umum pascadiserahkan pengelolaan dari
Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana ke Dinas Koperasi Perin-dustrian dan
Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Jembrana tahun 2018 ini masih di bawah
target. Dari targe-t Rp 3,6 miliar s_elama setahun, baru tercapai sekitar'Rp 1,6
l(ntljq.g!'lr4! f4tor pemrcurs!4i dari ffsik pasar, tata kelola dan regulisi.

sar di Jembrana. Pihaknya
berharap ada pengisian Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pen-
eelola Pasar pada tahun ini." Selain itu faktor lain
adalah terkait regulasi.
Dimana masih dilakukan-
nya revisi Perda Kabupaten
Jembrana Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa
Umum. Beberapa tarif yang
terkait pasar seperti, kios,
los dan pelataran masih
kurang rasional. "Nilai re'
tribusi hariannya sama'
Seperti pedagang di Pe'
lataran, meskipun tidak
dapat fasilitas apa namun
perirbayaran retribusinY-a
iama dengan pedagang di
los yang dapat fasilitas,"
terang mantan Kabag Hum-
jas dan Protokol ini. Se-

Kepala Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perda-
gangan (Koperindag) Ka-
bupaten Jembrana I Made
Gede Budhiarta, Minggu
(3/2) kemarin, mengatakan
belum tercapainya target
PAD dari sektor retrlbu-
si pasar ini selain baru
dikelola setahun, juga pola
pengelolaan di Dinae ber-
beda dengan Perusda. BiIa
sebelumnya di Perusda,
lebih condong profit oriented
(keuntungan), kini eetelah
pengelolaan di Dinas lebih
pada pelayanan. Bagaimana
pengelola meningkatkan
pelayanan kepada pembeli
maupun pedagang, sehingga
ujung-ujungnya nanti bisa
meningkatkan Pendapatan
AsIi Daerah (!enl.

Diakui Budhiarta, selama
dikelola setahun ini, berb-
agai kendala dihadapi sebab
saat ini masih tahap pem-
benahan. Mulai dari men-
gubah budaya dan perilaku
kerja pegawai, juga pem-
benahan fisik pasar, tata
kelola serta regulasi. Sejak
pelimpahan dari Perusda
lalu, Dinas menampung 63
tenaga Perusda dan saat ini
berstatus kontrak. Dinas
juga sempat menambah ang-
garan untuk tenaga kontrak
itu pada APBD perubahan.

Untuk kendala fisik. dari
10 pasar umum yang dike-
lola, baru sekitar 9 pasar
yang direvitalisasi. Satu
pasar yang belum itu,.hanya
Pasar Umum Negara yang
memang pasar umum terbe-

hingga, menurutnyir, perlu
ada penyesuaian terkait
nilai retribusi ini.

Selain itu. dari sekian
pasar yang sudah berjalan,
masih ada satu pasar yang
belum tersentuh retribusi.

IlL+l Peken__Ijogading di
r/rngKunga! Ketugtug, Ke,
lurahan Loloan Timur. Se-jal dikelola langsung oleh
urnas, para pedagang masih
Delum ctrkenai retribusi

lt
I

Ir

pasar. (kmb26)

BELUM RETRIBUSI - Salah eotu paear b;;:;-;;;;
dibangun Pemhab Jembrana yakni Peken Ijogading
hingga be-berapa tohu-n-berop^eraei belirtu naauk, regu-
laei untuh d.ihenoi objek retribuei. _
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SINGARAIA" TRIBTIN BALI -

Gede Suardika alias Bomber
(54) benar-benar dibuat ter-
kejut, Rabu (6/3). Pria asal
Banjar Peken, Desa Sangsit,
Kecamatan Sawan, Buleleng
ini mengaku tak habis pikir
uang tabungannya di Lem-
baga Per{<reditan Desa (LPD)

Sangsit, tercatat hanya ber-
jumlah Rp 35 ribu.

Padahal ia mulai mena-
bung di LPD sejak 2009,
dan di dalam buku tabung-
annya, tercatat jumlah sal-
do semestinya mencapai Rp
21,6 juta. Hal ini ia ketahui
saat ia menarik tabungan

luhan nasabah lain yang
bernasib sama. Setelah di-
usut, rupanya uang milik
nasabah dengan total nilai
mencapai Rp 600 juta itu
digelapkan oleh tiga pega-
wai LPD Sangsit.

Pegawai yang dimaksud
adalah Putu M, warga asal
Banjar Dinas Peken, Desa
Sangsit, I{adek S (kasir LPD)

warga asal Banjar Dinas Te-
gal, Desa Sangsit, dan Luh
JAP warga asal Banjar Dinas

lbasgn. Desa Sangsit.

untuk keperluan di sanggah
pamerajannya.

"Saya niatnya mau ng-
ambil tabungan. Tabungan
ini bukan punya saya, tapi
punya sanggah. Saya mau
narik karena ada keperluan
di sanggah. Tiba-tiba dika-
barkan jumlah tabungan
kami hanya Rp 35 ribu. Ya
sayakaget. Padahal settap
nyetor, uangnya saya kasih
langsung ke kasir LPD ini.
Secepatnya akan saya bawa
ke ranah hukum," ungkap-
nya dengan nada kesal.

Bomber rupanya tidak
sendlrian. Masih ada pu-

"Kami sudah berkonsul-
tasi dengan klian desa. Ka-'
lau bisa jangan sampai ke ra-
nah hukum. Ketiganya sudah
membuat surat Pernyataan
mengakui Perbuatannya bah-
wa dana itu dipakai sendiri"'
jelasnya. (ftu)

Apak+ir keUga pelaku sa-
ling bekerJasama? "Putu M
dan Kadek S memang saling
bekerjasama. Luh JAP main
sendiri, tapi idenya Juga
sama. Pengakuannya uang
itu dipakai untuk keperlu-
an sehari-hari. Kami ma-
sih menunggu waktu dari
pak kllan untuk pertemu-
an membahas penggelapan
uang nasabah ini karena
kebetulan dia sedang sibuk
ada karya di segara," jawab
Rikan. (rtu)

TigaPegawai

tFI) Tilep
ll

Rp 600 Juta
m ffimmher ilVTmke*iab Liftat Buku Tahungan

f Satdo RP 21,6 Juta @9ata!8p35 Ribu

Tak Mau ke Ranah Hukum
ATAS kejadian ini, Kepala LPD

Sangsit, Ketut Rikan mengaKu

akan segera menYelesaikan-
nya secara kekeluargaan. Ar-

tinya, ke.tiga Pelaku masih di-

berikan kesempatan untuk
segera mengganti uang milik
ouluhan nasabah tersebut.

Kepala LPD Sangsit, Ketut
Rikan mengatakan, ketiga
perempuan itu mulai meng-
gelapkan uang milik nasabah
sejak 2017. Pihaknya pun
baru menyadari perbuat-
an mereka pada 2l Januari
2019 saat tim LP-LPD turun
melakukan audit.

"Saat dikontrol yang ber-
sangkutan tidak memasuk-
an dana ke lis penabungan.
Kami sebagai orang di da-
lam jelas tidak tahu. Sete-
lah diselidiki kami panggil
yang bersangkutan. Ternya-
ta banyak yang dtgunakan.
Ada yang Rp 389 juta, ada
yang Rp 289 juta, ada yang
Rp 54 juta begitu lidra-kira,"
kata Rikan.

Eclr:i



di Sem- tahkan kepada

pajak sebesai Rp L n
satu tempat usaha di
tanMengwi, nunggaltanMengwi, nungga
Rp 2,3 miliar.

gak pajak tersebut. Intinya di
spanduk tersebut bertulisan
bila objek pajak dimaksud
menunggak pajak daerah. Bila
selama 14 hari ke depan pe-
milik tidak mengindahkan,
maka Bapenda akan melaku-

waktu. "Tolong lah bayar pajak
tepat waktu, agar kita tidak
melakukan aksi yang lebih tegas
lagii'tandasnya. 6 asa
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Bapenda Datangi 2 Tempat Usaha Penunggak Pajak

Dua Ternpat Usaha,

Total Tunggakan Rp 3,3 M
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Kepala Bapperlitbang Klungkung
I Wayan Wasta

t(t)t . 1...,.-r...'' li.,i r ril
.t,')fi .lL[il
dll Jl-lil

miliar. "Untuk proYek infra-
struktur yang dianggarkan di
atas Rp 1 miliar sebanYak 42
paket," katanYa.

Sebelumnya, Komisi ll
DPRD Klungkurig sudah turun
menggelar sidak ProYek lalan
di Keiamatan Nusa Penida,
Klungkung, beberaPa waktu
lalu, Anggota Komisi II DPRD
Klungkung Gde Artison Anda-
rawata mengatakan, PihaknYa
sangat kecewa, di tengah-
tengeh usaha meningkatkan
infrastruktur, Pendukung Pari-
wisata teriadi hal sePerti ini.
"Kamki akan raPat kerjakan
untuk ditindaklaniuti dan Per-
tanyakan apakah Klungkung
sehat dalam fUnit LaYanan
PengadaanJ ULP atau Pelelan-
gan proyek infrastrukturnYa,"
ujarnya. 6r wan
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Peningkatan lalan

diNusaPenidaTelan
\ ,:, .. :...

SEMAMPURA, Nu-saBdli
Perkembangan pariwisata

di Kecamatan Nusa Penida,
Klungkung, yang makin pesat

;i;lama ini nrasih terkendala
infrastruktur jalan. Karena se-
jumlah ruas jalan masih rusak.
Untuk peningkatan kualitas
jalan setempat tahun 2019,
dianggarkan Rp 35 miliar.

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
(Bappelitbang) Klungkung
Wayan Wasta mengatakan
proyek peningkatan ialan di
Nusa Penida dianggarkan dari
Dana Alokasi Khusus (DAK) RP
15,475 miliar, Bantuan Keuan-
gan Khsusus [BKK) RP L6,329
miliar dan Dana Alokasi Umum
(DAUJ Rp 22,500 miliar. "Untuk
fotal anggaran tersebut sebe-
sar Rp 35,304 miial" Wasta,
saat ditemui, Kamis (7/2)'

Peningkatan lalan tersebut
yakni jalan Pikat-SomPang,
pertigaan Soyor-Sekartaji Desa

tangiad (Bukit Teletubis),
ialan Batumadeg-Sebuluh,
jalan Ambengan-Pelilit, dan
lainnya. "Peningkatan infra-
struktur ini untuk mengeiar
ketimpangan di Nusa Penida,"
ujarnya. Di samPing itu Pen-
ingkatan jalan Pondokhe-
Senangka, sebelumnYa sudah
dianggarkan RP 1,5 miliar,
namun pelaksanannya tidak
selesai.

Tahun ini Penger;aannYa
kembali dilaniutkan. ProYek
ini juga semPat mendaPat
sorotan dari anggota DPRD
Klungkung ketika menggelar
sidak ke lokasi. Lebih laniut
diielaskan, untuk di Klungkung
Daratan, Peningkatan jalan
dianggdrkan dari dana BKK
Rp 3€ miliar dan DAU RP 19
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Badung 201 I Rp 675 M

TotdDanaDesadi

DeSa Pelaga, KeCamatan Petang pemerintah desa.Adapuntotal

mendapat dana desa terbesar yaknr: Sijli*",;i#iX1,1tl? n::
R p 2 1 .7 58.52e. 82 5, sed a n s ka n ya n s i;[fJtriii :lf$H:l,li:j

te rkec i I d i pe ro I e h Desa Kuwu m, np oz s.zt+.2 3e.78s'.

Ke c a m a ia n M e n g w i s e n i I a i R p p",,Dyilifl 
j;it 

i"J:?t$f"?'XJ"1
1 1 .7 1 3.246.302. 
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stribusi daerah senilai Rp
MANGUPURA,NusaBali 115/0419/HK/20l8rentang76.TBI.0|S.Z57,alokasidana

Bupati Badung I Nyoman penetapan bagi hasil dana desa (ADD] yang bersumber
Giri Prasta telah menanda- phjak daerah dan restribusi dari dana perimbangan senilai
tangani Surat Keputusan daerah,bagihasildanaperim- Rp 44.660.525.600, dan dana
[SK) Bupati Badung Nomor bangan dan dana desa kepada desayangbersumberdariAPBN

senilai Rp 52.584.7 67.000.

jadi kewenangan bupati. "SK

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (pMD)
Kabupaten Badung t Putu Ced6
Sridana, menjelaskan setelah ke-

lglrnya SK Nomor I15/04L9/
HK/2078, maka hanya ting-
ga.l menunggu waktu saja un-
tuk proses penyerahan dana
tersebut ke masi ng-masi3g
desa. Namun, mengenai wakfu
penyerahan sepenuhnya men-

ini menjadi dasar penetapan
alokasi dana desa titrun, ZOtS.]
Rencana dalam waktu dekat I

akan diserahkan langsung oleh
bupati," ujarnya, Kamis (7 /2).

"Dari 46 desa yang ada
di Kabupaten Badung, Desa
Pelaga, Kecamatan Petang
mendapat dana terbesar yakni
Rp 2 1.758.529.825, sedangkan
yang terkecil diperoleh Desa
Kuwum, Kecamatan Mengwi

.senilai Rp .11713.2 46.302,"
beber Sridafia. I

Lantaran dana desa Yang
cukup besa4 seluruh perbekel
diharapkan untuk menaati se-
gala ketentuan dalam hal peng-
gunaan dana tersebut. Sridana

mengatakan, penggunaan dana
desa sudah sangat jelas diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor
20 Tahun 2018 tentang Sistem
Keuangan Desa, Peraturan Men=

terl Desa Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa, serta Peratu-
ran Menteri Keuangan Nomor
145 /PMK.07 /20L8 tentang
Penyaluran dan Penggunaan
Transfer ke Daerah dan Dana
Desa TA 2018 dan TA 2019
untuk Mendukung PercePatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Gempa Bumi.

Sridana berharap para Per-
bekel dalam mengarahkan dana
desa benar-benar mengikuti
aturan yang berlaku. Sebab, di
beberapa wilayah di Indonesia
ada beberapa kasus perbekel
atau kepala desa berurusan
dengan penegak hukum lanta-
ran melakukan penyimPangan
dalam penggunaan dana desa.

"Pesan yang sering disam-
paikan Bapak Bupati, kalau
tidak mau berurusan den-
gan hukum, caranya gampang
jangan melanggar hukum,"
tandas Sridana. 6 asa
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Rp 675 Miliaruntuk Desa

ll sl L,aeran, bagl flasll Dana
ll Perimbangan dan Dana Desa

ll Kepada Pemr-.rintah Desa di
i] Kabupaten l3adung Tahun
il 2019.

il "SK Bupati inilah yang
ll menjadi dar;ar penetapan

11 alokasi dana desa, yang da-

l] larn waktu dekat diserahkan
ll langsung oleh Bapak Bupati
jj kepada para perbekel," kata
i1 Kepala Dinas Pemberdayaan
jl Masyarakat clan Desa (PMD)

ll Putu Gede Sridana, Kamis
ll (7 /2).
f i Menurutnya, dari 42

li d."u yang ada di Kabupa-
il ten Badung, Desa Pelaga

ll Kecamatan Petang menda-
jl pat ciana terbesar yakni Rp

tusan Bupati Badung .No
I 15 / 0419 /HK/ 20 18 tentang
Penetapan Bagi Hasil Dana
Pajak Daerah dan Restribu-
si Daerah, Bag Hasil Dana

2 1.7 58.529.825. Sedangkan
yang terkecil diperoleh Desa
Kuwum, Kecrrmatan Mengwi
sebesar Rp I 1.713.246.302.

TRIBUN BALI/I KOMANG AGU5 ARYANTA

PUTU GEDE SRIDANA

ada di Kabupaten Badung
hanya mengikuti aturan
saja. "lkuti ja aturannya
dan jangan menyimpang,
kalau tidak ingin berurusan
hukum," katanya. (gus)

*

a

a

Desa Pelaga Kecamatan Petang Rp 21J58529.825.

Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara Rp 21,5 miliar lebih

Desa Kuwum Kecamatan Mengwi Rp 11.713.246.302.

o Penyisihan 10 persen pajak daerah Rp 561.188.431.928,

a

a

Penyisihan 10 penen restribusi daerah Rp 16.781.015.257

Alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perim-

bangan Rp 44.660.525.600

Dana desa yang bersumber dari APBN Rp 52.584.767.000.

Bl*!ry*;u,-r,** j...*i**x,***. r.i..,,r

:J:own-r-6 
, f-eh-t zQll

e

c Dana Elesa Pelaga Terfuesar, l(uwum Terkecil

Dari Surat Keputusan
Bupati Badung, dijelas-
kannya. dana ratusan mi-
liar itu meliputi penyisihan
I0 persen pajak daerah Rp
56i. 188.431.928, penyisi-
han l0 persen restribusi
daerah Rp 16.781.015.252,
alokasi dana desa (ADD) yang
bersumber dari dana perim-
bangan Rp 44.660.525.600
dan dana desa yang ber-
sumber dari APBN Rp
52.584.767.000.

"lni kan dilihat dari luas
wilayah dan juga Jumlah
penduduk desa. Jadi seinua
desa akan kecipratan," ujar-
nya.

Ditanya soal pengarah-
an dana tetsebut, Sridana
menjelaskan, regulasi untuk
pengarahan dana tersebut
oleh perbekel sudah sangat
jelas. Diantaranya, Peratur-
an Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No 20 tahun
2018, tentang Sistem Keu-
angan Desa, Peraturan Men-
teri Desa No 60 tahun 2014
tentang Dana Desa, serta
Peraturan Menteri KeuanAan
No 145/PMK.07 /2018.

Dengan adanya bantuan
ini, pihaknya berharap para
perbekel dalam mengarah-
kan dana desa harus benar-

benar mengikuti aturan yang
berlaku. Mengingat ada be-
berapa kasus perbekel atau
kepala desa berurusan de-
ngan hukum karena mela-
kukan penyimpangan daiam
penggunaan dana desa.

'Kan ada perbekel yang
sudah terjerat hukum kare-
na pen]'tmpangan anggaran.
Maka dari itu seperti pesan
yang sering disampaikan Ba-
pak Bupati, kalau tidak mau
berurusan dengan hukum,
caranya gampang, jangan
melanggar hukum," tutur-
nya.

Dia menjelaskan terkait
dengan dasar hukum peng-
arahan dana desa sudahje-
las, sehingga perbekel yang

'estribusi daerah Rp 16.781.015.257 
li

)D) yang bersumber dari dana perim- lfs.600 
l[

mber dari APBN Rp s2.584.767.000 
]i
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Pemerintah Desa Pelaga

felola Dana RP zlJ Miliar

MaqguPura (Bali Post) -
Desa Pelaga Kecamatan

Petang mendaPatkan dana
["ru"tit auti Yang ditetaPkan
Pemkab Badung tah-un rm'
Pembasian dana ke desa rru
berdasarkan Surat KePutusan
Bupati Badung No. 115/04L9
HM018 tentang PenetaPan
baei Hasil Oana FajakDaerah
a"il n"ttiu.tsi Daerah, Bagi

vans ada di KabuPaten Ba-

drln"n. D".u Pelaga mendaPat
dan"a terbesar. Seda-ngkan
vans terkecil diPeroleh Desa

i{uirr- Kecamatan Mengwi
."f"tut RP 11.713'246'302"'
ungkapnYa."MenuiutnYa. total dana ke

desa tahun i0t9 Yang dialo-
kasikan di KabuPaten Badung
sebesar RP 675.214'739'785'
RinciannYa, PenYisihan 10

o".."tt Pajak daerah sebesar
itp b61.188.431.928' Penyrsr-
hi. 10 pers"tt retribusi daerah

."t"""i Rp 16.?81.015'257'
uiot"ti dina desa (ADD)
.rane bersumber dari dana
b"ti*Uu"gun sebesar RP

Zi.gao.szs.aoo dan dana desa

vans bersumber dari APBN
iebe"sar RP 52.584' 767'000'

"SK sudah ditandatanganr

ffu.if bu"" Perimbangan dan
flono T)psA keoada Pemer'Dana Desa kePada Pemer'
intah Desa di KabuPateni"tutt ot." di Kabu
Badung tahun 2019'- Kepila Dinas PemberdaY-
u". N4".Y"takat dan Desa
iimll Badung Putu Gede

briduttu, Kamis (7/2) kemann'
mengungkaPkan Pemenn-
tah Desa Pelaga menenma
au"u .u"gut belar Yakni RP

ii.isg.szl.g25. "Dari 46 desa

bapak buPati. Ini Yang men-

iadi dasai penetaPan alokasi
dana desa Yang dalam waktu
dekat diserahkan langsung
oleh Bapak BuPati kePada
para perbekel," jelasnYa'' Seiain Desa Pelaga. kata
Sridana, Desa Dalung Ke-
camatan Kuta Utara juga
mendapatkan dana Yang besar

vaitu ilp 21.5 miliar lebih'
ir"uilut u.t ini sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) No' 20

Ta[un 2018 tentang Sistem
l(euangan Desa, Peraturan
M"ttt"ii Desa No' 60'Tahun
2014 tentang Dana Desa, serta

Peraturan Menteri Keuangan
No. 145/PMK.07 I 2Ol8' "Regu-

iasi untuk Pengarahan dana
lersebut obh Perbekel sudah

sangat jelas," tegasnYa'

Dengan besarnYa .da'na
-o ,fikolola oemerintahvans d-ikelola Pemerintah

d".ul p"t" Perbekel ditralaP-
vans dikelola Pemqt
desal pata Perbekql di
kan benar-benar. merkan bena
aturan Yang berlaku'

r. mengikuti
:Iaku. Meng'

i;;;;"h; ieberapa ka gus

o"".U"t"t atau kePala desa
L".rrrotut dengan Penegak
hukum karena melakukan
penyimPangan dalam Peng-
zunaan dana'" "DasarhukumPengarahan
dana desa sudah jelas, Per-
bekel tinggal mengikuti itu'
Juttgutt nlenYimPang,. kalau
tidak insin berunrsan ctengan

aparat ienegak hukutn'. SeP-

erti pesan Yang serlng drsam-
pult"n Ba-Pak BuPati' kalau
lidak mau berurusan dengan

hukum caranya gampang.'
;;;;;; melanggar hukum.''
'pntigk".ttYu. (kmb2 7)
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APBDes Molor,

. Tabanan (Bali Post) - desa segera melakukan pen-
Para perangkat desa se- gamprahan. "Kami sudah

Kabupaten Tabanan hingga buat surat edaran agar desa
saat ini belum mendapat- mengamprah ADD ke Bakeu-
. kangajibulanJanuari. da. Di antaranya ada gaji
' Pasalnya,banyakdesa aparat desa di sana," terang
1 yang belum melaku- Kepala Bakeuda Tabanan

kan pengamprahan Dewa Ayu Sri Budiarti, Kamis
gaji dan menyetor- (7/2) kemarin.
kan Anggaran Menurutnya, pencdiran
Pendapatan dan Alokasi Dana Desa (ADD)
Belanja Desa saat ini tidak lagi dilaku-
(APBDes). kan secara bersamaan. Jika
Terkait hal ada sejumlah desa yang su-
itu, Badan dah tuntas, akan dilakukan
K e u a n - evaluasidanverifikasi. Kalau
gan Daerah dinyatakan lengkap, barulah
(Bakeuda)Ta- bisa langsung dicairkan oleh
bananmenge- Bagian Keuangan Setda Ta-'
luarkan surat banan. Apalagi diakuinya,
edaran agar dana yang belum dicairkan

Gaji Perangkat Desa Tak Caff
tersebut juga berdampak
pada roda pemerintahan
tingkat desa seperti, pemban-
gunan di tingkat desa belum
bisa dilaksanakan, termasuk
gaji perangkat desa untuk
Januari belum bisa dibayar.

Tidak hanya ADD yang
tersendat, dana desa yang
berasal dari pemerintah pu-
sat juga belum turun. Ini di-
karenakan Peraturan Bupati
(Perbup) terkait penetapan
besaran ke desa-desa sedang
dalam proses fasilitasi ke
provinsi. "Perda dan PerbuP
APBD tahun anggaran 2019
sudah kami kirim baik me'
lalui sistem maupun secara
hard copy ke Kemendagri dan
DJPK," ucapnya. (kmb28)
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Berkas Dua Oknum Kadus
Dilimpahkan ke Tipikor

Negara (Bali Post)-- E;;t;; dua oknum kepala dusun (kadus) tersangka kasus korupsi Sa_ntunan Kematian telah
aili*p"frf."r, t" perrg"dilan Negeri Tipikor Denpasa-r. Kas,i Pids.rr Kejari Jembrana IvanPraditya
F"t"i j"-"t tAlZ) fE;r"in, me"ngatak_an setelah pelimpahan taha! II, dua tersangka y:rk-ni Gede

ilA;;iilrrj"i u"nauk Ranti din IDKA dari Dusun S-arikuling Tulyngagung, Desa Tuk-ada-va,
-nn hy;;;d;h diryatakan le,ngkap, sehingga pada Rabu(6/2) lalu dilakukan pelimpahan. "Sudah
f.ii" ii*p.ttt an Rabu lalu, delapin jaksa ditunjuk untuk kasus ini,o' terang Ivan.

Rp 1 juta dan kadus menerima
masing-masing Rp 500 ribu. Na-
mun bila dua kadus tersebut Yang
membuat dokumen fiktif, maka
pembagiannya Indah RP 800 ribu
dan kadus Rp 700 ribu.

Program santunan kematian
yang merupakan progrant Pemkab
Jembrana menganggarkan RP 1,5
juta untuk setiaP warga mening-
gal. Dengan adanya kerja sama
ini, maka dana santunan ini bisa
lolos hingga ratusan berkas' Se-
lama kurun waktu setahun mulai
Januari sampai Desember 2015,
kerugian negara IDKA mencaPar
Rp 210 juta. Dengan 140 berkas
fiktif pengajuan santunan kema-
tian. Sementara I Gede As keru-
gian negara mencapai RP 88 juta
Iebih. Berkas fiktif yang diajukan
beragam. Di antaranya ada berkas
lama warga yang meninggal didju-
kan kembali, ada juga warga Yang
masih hidup dibuatkan berkas
meninggal. (kmb26)

Saat ini dua tersangka oknum
kadus tersebut masih berstatus
tahanan titipan Kejari Jembrana
di Rutan Kelas IIB Negara' Pi:
haknya akan memPerPanjang
masa tahanan sebelum nantinYa
disidangkan. Keduanya melanggar
primer?asal 2 ayaL (1) jo Pasa]
fA UU RI Nomor 31 Tahun 1999
tentans Pemberantasan Tindak
Pidanakorupsi sebagaimana telah
diubah dengan UU RI Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan
atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999
tentans Pemberantasan KoruPsi jo
nasal 55 avat (1) ke-l KUHPidana
io Pasal 6+ ayar (1) KUHPidana.- 

Kasi Pelavanan Tahanan Rutan
Nesara Nvbman Tulus Sedeng
dik6nfirmasi terpisah membena-
rkan dua kadus tersebut masih
ditahan berbaur bersama tahanan
lain di rutan. Mereka berstatus tah-
anan Kejari Negara hingga tansgal
13 Februari 2019. KeduanYa sudah
dititip di rutan sejak 24 Januari

lalu. "Karena statusnya maiih
tahanan titipan, berbaur dengan
tahanan yang lain," tukas Tulus.

Sebelumnya pada pekan lalu
Tim Tipidkor Polres Jembrana me-
limpahkan dua tersangka oknum
kadus terkait kasus koruPsi Dana
Santunan Kematian.

Kasus korupsi yang menjerat
dua oknum kadus ini berkaitan
dengan tersangka sebelumnYa,
Indah Suryaningsih, oknum PNS
di Dinas Sosiai. Indah sudah
lebih duiu divonis 4 tahun 6 bu-
lan penjara. Indah yang memiliki
kewenangan bersekongkoi dengan
dua oknum kadus ini.

Modusnya dengan membuat
pengajuan seolah-olah ada warga
yang meninggal dunia. Setelah
nanti dana santunan tersebut
cair, maka hasilnya. akan dibagi
sesuar peran masrng-maslng.
Untuk pembagiannYa, aPabiia
Indah yang membuat dokumen
fiktif, maka mendapatkan bagian

Eclisi i
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mengirim auditnva, kemu-
dian ada kesanggupan dari
desa adat mengembalikan,
saya serahkan ke Inspek-
torat. Sudah begitu sija."
tanclasnya.

Seperti diberitakan sebe-
lumnya, hasil penvelidikan
kasus OTT di Obiek Wisata
!ura Tirta Empui, Kapolres
Gianyar AKBP Priyanio pri-
yo Hutomo menyebut Bende-
sa Pakraman Manukava Let
I Made Mawi Arnata sebaeai
calon tersangka. "Beliiu
baru-calon (teriangka -red),
yntuk penetapan tersangka,
kami masih menungsu siksi
ahli hukum pidin"a. Ka-
lau sudah, langsung kami
tetapkan dan kami gelar,
langsung naik ke tersangka,';
katanya dalam jumpa pers di

Mapolres Gianyar, beberapa
waktu lalu.
^. Namun, kala itu Kapolres
Gianyar belum mau meiabar-
kan alasan Bendesa pirkra-
man Manukaya Let yang juga
panlgetnpotl Pura Tirta Empul
ini sebagai calon tersane-ka.
"Calon tersangka. nanti fikta
keterangan akan disimpulkan
penyidik. Na nti tinggal peran-

yang memerintahkan uang

nya Jmasing-masing. Misal-
nya, bendesa, bendahara ana.nya, bendesa,uya, Denqesa, oendahara apa,
wakilnya apa, hingga siapa
yang memerintahkan uang
ditaruh di LPD," katanya.

Namun, ditegaskan, sam-
pai saat ini Bendesa Pakra-
man Manukaya Let masih
berstatus sebagai saksi. Be-
gitu pula dengan sebelas saksi
lainnya yang sudah diperiksa

-,polisi. (kmb35)
1

Kasus Tir ta Empul Gamang
Kaoolres Tunoou Hasil Audit

Gianyar (Bali Post) -
Jajaran Polres Gianyar rnasih mendarami kasus operasi rangkap Tangan(orr) petugas karcis pura Tirta nmpu[ N;-;;;";f;lansan penansanan

*+::: ini hingga saat ini terkesan masih c;;;L:p;driral Kapolres GianyarAKBP Privanto Privo Hutomo seberumnya sempat ^u"v"u"i-g";i;;; M;;i?;;Let Made Mawi sedagai "ul;; t;;;;Ek;.
.i.r Dikonfirmasi Jumat (8/2)

kemarin, Kapolres Gianyar
AKBP Priyanto Priyo Hutomo
menegaskan, polisi belum
menetapkan tersangka da-
lam kasus ini. "Terianeka
memang belum ada. Pro-ses
hukum enggak boleh mengan-
dai-andai," ujarnya.

Priyanto Priyo Hutomo
mengatakan, jajarannya da-
lam Tim Sapu Bersih pung-
utan Liar (Saber Pungli) tidak
;elalu memproses melalui
alur hukum. Namun bisa
nelewati -"' -'. ke l"embinaan.

"Yang penting dia membayar
kerugian ke Pemkab Gianvar.
Kasusnya kami kasih ke ins-
pektorat," jelasnya.

__ Menurut Priyanto priyo
Hutomo. Tim Saber Puneti
memiliki peranan yang bukin
semata-mata ke ranah hukum.
Namun ada beberapa langkah,
meliputi edukasi hingga pen-
egakan. "Kalau mereka bisa
tertib, karena dulunva kan
diserobot. Yang jaga diambil
sendiri," jelasnya.

Ia menyebutkan, dulu saat
desa pakraman memungut

karcis di sore hari, penda-
patan mereka mencapai Rp
30 juta sehari. "Sek-arane
bisa Rp 100 juta. Dulu Rp Bd
juta sehari dikalikan B0 hari
hanyaRp 900 juta. Sekarang
menjadi Rp 100 juta di_kalikan
30 hari," paparnya.

Ditanya soal ending ka-
sus tersebut, Priyanto Priyo
Hutomo mengaku masih
menunggu penghitungan
kerugian yang dilakukan
oleh Inspektorat Kabupaten
Gianyar. "Pokoknya kalau
dari Bapak Bupati sudah

Flril
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Terkait Pembangunan pasar Umum Gianyar Rp 250 M

Pemkab Bangun Pasar Darurat Rp g M tebip3Mtebih
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wajah sisi utara pasar Umum Gianvar. pasar ini ur,un oirJrll'f'jffi:';anggaran Rp 2b0 miliar. Kondisi pasar makin tak tertata. f"rOriii,Bendera Merah putih di pintu pasar ini teroiartan rouet p"sr"niing(bergelanyut remuk) hingga membuat kesan kumun

disewa untuk pasar sementara.
"Dari skedul kami, Desember
2019, seluruh bangunan pasar
Umum Gianyar dibongkar. Kare_
na p.royek pembangunan pasar
r"1! j.T akan dimulai,,, jelainya.

^ Widarma yang Kepjla Badan
. Perencana pembangunan Dae_

rah, Penelitian dan pengem_
bangan (Bappeda dan Litb"ang)
ulanyar rnr, menambahkan, pi_
haknya kini sedang memperslap-
Kgl tender pembangunan pasar
sementara. Sedangkan tender
untuk kegiatan perencanaan dan
lisik Pasar Umum Gianyar akan
berlangsung tahun ZTig / Z0Z0
oengan anggaran Rp 200 miliar.
Pembangunan pasar ini akan dilan-
jutkan dengan anggaran perubahan
tahun2020, Rp 50 miliar.

Sekretaris panitia pembangu-
nan Pasar Umum Gianyar I Wiy-
an Suamba menambahkan, pani-
tia akan menggelar rapat teikait
pematangan rencana sewa lahan
pasar sementara di Samplangan.
"Baik untuk pembangunan pasar
sementara maupun pasar Umum
Gianyar; tentu banyak hal yang
masln narus kami persiapkan,,,
Jetasnya.

-. Sebelumnya, Bupati Gianyar I
Made Mahayastra mengatakan,
Pemkab Gianyar akan memban-
gun/rehab total pasar Umum
Gianyq dengan biaya Rp 250
miliar. Pasar inidibangun berlan-
tai enam, di antaranya dua lain
untuk base man. 6 lsa

GIANYAR, NusaBali senilai Rp 250 miliar dimulai
Desember 2019. Oleh karena
itu, 1.102 pedagang di pasar
tersebut harus dipindahkan ke
pasar dadurat di Samplangan,
September 2019.

Kepada NusaBali, fumat ke_
marin, Ketua I panitia pemban_
gunan Pasar Umum Gianvar
I Gde Widarma Suharta m-en-
gatakan, Panitia pembangu-
nan Pasar Umum Gianvar kini
terus mematangkan persiapan
pemDangunan pasar tersebut,
dengan_ prioritas pembangunan
pasar darurat. Seiring itu-, kini
panitia sedang mengin"tensi fka n
Koorolnasl dengan para pemi_
llk tanah yang tanahnya akan

. Pemkab Gianyar akan mem-
bangun pasar darurat/sementara
dengan biaya sekitar Rp 3 miliar
lebih di Kelurahan Samplangan,
atau selatan Bukigati, seliiar 000
meter arah timur pasar Umum
Gianyar. Anggaran tersebut akan
dipakai biaya sewa lahan sekitar
2 hektare Rp 1,5 miliar dan biaya

!i1k ppar dan fasilitas lainnya Rp
1,5 miliar lebih.

Data yang diperoleh NusaBali
di Gianyar; f u mat (8 / Z),pemban-
gunan pasar darurat itu untuk re-
lokasi 1.102 pedagang dari pasar
Umum Gianyar. Karena pemkab
Gianyar menargetkan pemban-
gunan lisik Pasar Umum Gianvar

' S-c$ru,1., (yb , yotl\

Sr-rb Liagi;irr fJttrrtil:; Lliin )';tfit L..Jl;.rlr;r 8Pl( Fil I::,t,tivvi,.t{,.ilrril i, r"rvittsi [Jirli

:::l''_:a=::1=1r1..:.:::1::l::::ti:1:11::-::rr::--:::1:::-:,-.j!.-1::.1'.::.-fr:t:lt::.r:t::l.rtili.-.11,,.u

I clis i

F{a I
(



Sub Bagiam Hurn;rs cialr l"rrta Litseiihi,.n

f? au C al ,r't,lffi ru ill fr

l'lXr!{ lt}. P,r,:tr"vri;,n ilr i il ;-rr n Ir n'rr:rv i ul il i

Pengusutanlalan
diTempat'

Terkait OTT Tirta Empul
GIANYAR - Penyelidikan kasus Oper-

asi Tangkap Tangan (OTT) di Pura Tirta
Empul pada November 2018 lalu jalan
di tempat. Polres Gianyar sebelumnya
sempat menjadikan Bendesa Manu-
kaya Let, Made Mawi sebagai calon
tersangka. Namun, hingga kemarin
kasusnya tidak jelas.
Kapolres Gianyar, AKBP Priyanto

Priyo Hutomo menegaskan belum
ada calon tersangka. "Kan belum ada.
Proses hukum nggak boleh berand-
ai-andai," kata Priyanto di Mapolres
Gianyar, Iumat (B/2).

A\

Kapolres mengatakan, tim Sapu
Bersih Pungutan Liar (Pungli) tidak
selalu memproses melalui jalur hukum.
"Tapi pembinaan. Yang penting dla
membayar kerugian ke Pemda Gianyar.
Berapa (nilainya, Red). Kasusnya kami
kasih ke Inspektorat," ucapnya.

Menurut Priyanto Saber Pungli memi-
liki peranan yang bukan semata-mata
ke ranah hukum. "Pertama edukasi,,
penegakan. Kalau mereka bisa tertib,
karena dulunya kan diserobot. Yang
jaga diambil sendiri," jeiasnya.

Dengan pengelolaan yang baru, maka
pendapatan bagi desa Pakraman dan
pemerintah meningkat. "Siapa yang

diuntungkan? Kan masYarakat juga.

Ada ef'ek positif/' imbuhnYa.
Lanjut Priyanto, jika sebelumnya desa

Pakraman memungut karcis di sore

hari, pendapatan mereka mencapai Rp

30 juta sehari. "Sekarang bisa 100 juta'

Dulu Rp 30 juta sehari dikalikan 30 hari
hanya Rp 900 juta. Sekarang Rp 100 juta
dikalikan 3O hari," Paparnya'

Ditalrya, kelaniFtaq kasgq trersebut,
efiyanto mengaku masih menunggu
penghitungan kerugian yang diiakukan

oleh Inspektorat Kabupaten Gianyar'
"Pokoknya kalau dari pakbupati sudah

mengirim auditnYa, kemudian ada

kesanggupan dari desa adat mengem-

balikan, saya serahktn ke In;pektorat.
Sudah begitu sajai' tukasnya.

Sebelumnya, dua petugas karcis,
Wayan Gerindra, 48, dan Dewa Putu
Degdeg, 78, terjaring OTT pada Kamis 7

November 20lB pukul 17.00. Keduanya
saat press rilis di hadapan para awak
media pada 13 November 20lB lalu,
Kapolres bersama Kasat Reskrim AKP
Deni Septiawan menyebut Bendesa
Manukaya Let sebagai calon tersangka.
Nama Bendesa mencuat selaku penang-

gungjawab atas pungutan karcis yang !,

berlaku mulai pukul 15.00 hingga pukul
18.00. Namun, uang Pungutan karcis
tidak disetor ke kas daerah. (dra/dot)
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Dishub danDtHK
SalingLempar

Ditanya 0ngkos Bus
Sekolab Pakai Sampah

',tl+,
DENPASAR - Wacana sampah men_

jadi alat pembayaran siswa penump_
ang bus sekolah masih tidak jelis.
Pasalnya, wacana yang katanya sudah
dilakukan sosialisasi kepada siswa
itu sampai saat ini mengambang.
Saat koran ini mengkonfirmasi, dui
organisasi perangkat daerah (OpD),
yakni Dinas Perhubungan dan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
(llLHK), malah saling lempar.

;)
DLHK sebagai koordinatornya.
. Soalnya bukan di

oo
Itu bukan program DLHK.

Coba hgbungi Dis,hub, ya."
IB PUTRAWIRABAWA

Sekrefots DLHK Den poso r

Sekretaris DLHK IB putra \iVirabawa
dikonfirmasi kemarin menyatakan, pro_
gram tersebut milik Dinas perhubungan
(Dishub). "Itu bukan program DLHK.
Coba hubungi Dishub, yaitkatanya.

Dikonfirmasi terpisai, fepala Ulf
Pelayanan Transportasi Darat Dishub

5ub Bagian F{urnai cl;:rrr '}''ata LIs*ihi,r ffi!1,!{ Iil, il}q,:rvrim[,;iil;lp Ilrarv'irtili,.,Jiiir,.,,,.iffi
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I DEWA KETUT ADI PRADNYANA
Kepolo UPT PTD Dishub Denposor

Kota Denpasar I Dewa KetutAdi Pradrya-
na menyatakan bahwa program itu masih
diintegrasikan dengan program pelajar
peddi lingkungan. Namur, ia menuding
DLHK sebagai coordinator program ini.
"DLHK sebagai koordinatomya. Soalnya

bukan di Dishub leader-nyaj' a*u &a ,

Ketika dijelaskan bahwa Kor*n
sudah menanyakan ke DLHK dan
disebut Dishub yang punya program,
Dewa Adi mengatakan, gambaran
programnya memang semua siswa
di Denpasar wajib memilik tabun-
gan bank sampah. Namun, dia tetap
ngotot DLHK sebagai koordinatornya:

Lebih lanju! dia menjelaskan, program
dan aplikasi tersebut dibuat dari DLHK.
Saatini sedangdisosialisasikan danakan r

rampung pertengahan bulan ini. "Bus
sekolah bagian dari sistem tersebut,"
ungkapnya. (feb/yor)
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Tinggal Tunggu

ladwal di
Pengadilan Tipikor
Denpasar

NEGARA - Dua tersangka ka-
sus korupsi santunan kematian,
yakni kepala kewilayahan Ban-
jar Sarikuning l'ulungagung I
Derva Ketut Artawan dan Baniar
Munduk Ranti Tukadaya I Gede

Astawa, sudah dilimpahkan
ke pengadilan tindak pidana

korupsi, Denpasar. Sehingga,
dalam waktu dekat kedua ter-
sangka tersebut segera disi-
dangkan.

Kasipidsus Kejari Iembrana
Ivan Praditya Putra
mengatakan, pelimpahan ke
pengadilan Tipikor DenPasar
sudah dilakukan pada hari
Rabu (6/2) lalu. "Sekarang
tinggal menunggu jadwal
sidangnyai' terangnya, fumat
kemarin (B/2).

Dua kepala kewilayahan dari
Desa Tukadaya, Kecamatan

Tersangka:
1, Klian banjar Sarikuning Tulungagung I D€wa Ketut

Artqwan, diduga tnenerima Rp 75-8!0.tt00

2. Klian banjar Munduk RanliTukadaya I Gede A$awa'

ol{gg1 .m9ry1ma RP 32.00o000

3. lndah Suryaningsih (oknum PNS Dinas Sosial Jem'

brana) ( sudah clivonis 4 tahun)

Jeratan:
Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tdht,ii 1999. tentang

tindak pidana korupsi dan pasal 3 UU pidana

korupsi io pasal 55 ayat 1 dan pa$al 64 avat

1 KUHP. dengan ancaman hukuman paling

Melaya tersebut, akan di kawal
tim jaksa penutut umum (JPU)

yang akan menjadi Penutut
dua tersangka, sebanYak

sinokat 4 tahun pen+ara.

masih banding karena dend4
tidak sesuai dengan tuntutan
jaksa yang merluntut terdakwa
membayar uang Pengganti
sebesar Rp 239juta.

Kepala KewilaYahan Banjar
Sarikuning Tulungagung
I Dewa Ketut Artawan
menerima RP 75.800.000;
Kepala Kewilayahan Banjar
Munduk Rani TukadaYa I Gede

Astawa, disangka menerima
uang Rp 32.000.000 dari hasil
korupsi santunan kematian.
(bas/,han)

deiapan orang jaksa. Beberapa Kedua tersangka dijerat Pasal

di intaranya, jaksa yang 2 ayat I UU Nomor 3l tahun

menjabatkepalaseksidiKejari 1999, tentang tindak pidana

Iembrana. korupsi dan pasal 3 UU pidana

korupsi junto Pasal 55 aYat

I dan pasal 64 aYat 1 KUHR
dengan aricaman hukuman
paling singkat4 tahun Penjara.

Kasus korupsi santunan
kematian tersebut, selain
menyeret kepala kewilaYahan

atau klian banjar juga seorarig
PN$ yakni Indah SurYaningsih.

lndah sudah divonis bersalah
dan diganiar dengan 4 tahun
pidana penjara. Hakim iuga
membebankan terdakwa dengan

membayar uang Pengganti
sebesarRp 171juta, namun jaksa
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LPD Bangkrut Lantaran
Korupsi Internal

AIIUIPURA- LPD Sibetan, Bebandem, IGrangasem menjadi

salahsanrlPD terbaikdi Bati. Telah menerapkan manajeman

modem dalam pengelolaan dana nasabah' Dengan demiki. an'

pelayananpng diberikan juga semakinbagus Inimembuatna-
^*fufts"-iti""yu*attdanterusmernpercayakanjasakeuang-

anyakepadaLFDtersebut LFD SibetanmasukdalamB0LPDse

naiiyangkatagorisehat KepalaLFDSibetan, IMade^Mastiawan

aiseia sela perayaanHuT LPD Sibean di Gedturg Serba Guna

Oesa Adaisibetan, Bebandem. Dibagun tahun 1990 dengan

modal 2 juta. Modal ini merupakanbannran Prodnsi Ball Dana

itulah lang hingga kini di putar dan di kelola sehingga meniadi

besar seperti saat ini aengan usianya yang sudah 28 tahun' Se-

laras dengan misi sosialyangdiembannyaunnrkmeningkatkan
prekonoirian Desaadat KiniLFD inisudahpunyamodalsebe-

sarRp 24.323.1 19.000 (Rp 24 miliarlebih). MenurutMastiawan'

tatrwrinitceuntunganLPDSibetannaikgpersendarimhun20lT'
Dmana tahur ZO\Z dengan keunnrngan Rp 3'206'679'000' Di

tahun 2018 menjadi Rp 3.555.686.000.

Sejak tahun 1990 LPD ini didul'ung ll karyawan dan kini

sudah berhasil menghimpun dana masyarakat berupa Thbun-

gan dan deposito. "Karena LPD sendiri milik Desa Palaaman

irenpdinrmpuanekonomi danpelestarian adad' kataBendesa

adarsibetan I Wayan Subada (tra/rid)

te,
. ,i',':r'.i!:''il

Eclisi

l-i;rl.



Sub [3agiam l-{urlr;

fl?au C;1,r".ffi;l i/fr

i jalebihcepat. Sebab, sejakmelaporkanka-

I 
sus ini pada 7 Januari silam, dia mendapat

I informasi bahwa sepekan setelah pelapo-

iran kasus akan diteliti. Setelah itu Kejati
I akan mengambil tindakan selanjutnya.
i "Harapanbaya proses penelitian inr tidak

Mardika bertemu langsung denganWtl Wali 
{ota Denpasar, IGNlaya l.ieg_

ara di rumah wakil wali tcota. Setetah iiu
Pemkot Denpasar mengutus Inspektorat
melakukan auditdi Desa Dauh puri Kelod
padaAgustus2017.

Dari hasil audit tersebu! bendahara desa
atas nama Ni Luh putuAryaningsih harus
mengembalikan uang Rp BZ7 juta. ,.Tapi,

bendahara ini mengaku tidaksanggup jika

I lamasampai sebulan. Kalau sampai sebu-
I lan kelamaan. Saya berharap hasil peneli-
j tian bisa dinaikkan menjadi penyelidikani

I imbuh pria yang juga kepala dusun iru.

il

iltltl
tl

il
tl
tl

liIL

harus mengembalikan uang sejtunlah Rp
877 juta tersebul Bendahara mengaku ikut
memakai uang, tapi katanya tidak sebesar
itu (Rp 877 juta)l'urainya.

Kemudian perbekel saat itu I Gusti
Made Wira Namiarta sudah mengem-
balikan Rp 8,5 juta, dan Kaur Keuangan
I Putu Wirawan sebesar Rp 102,82 juta.
Temuan tersebut tercatat dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat
Kota Denpasar. I Gusti Made Wira Nami-
arta sendiri telah mengundurkan dari
dari perbekel lalu maju sebagai calon -,
anggota legislatif Kota Denpasar melalui
PDIP {ap!! lgnpasqlBarat.

!-:u
I

Ditegaskan Mardika, sesuai ketentuan
perundang-unadangan paling lama dua
bulan atau 60 hari kerja inspektorat wajib
melaporkan temuan tersebutkepadapen-
egakhukum. "Namun, setelah lima bulan
berlalu tidak ada tindak lanjut dari Ins-
pektorat Pemkot Denpasar- Saya sebagai
warga akhirnya bernisiatif melapor ke
Kejati Bali Karena tidak ada tindak lanjut
dari temuan tersebuti' tukasnya.

Mardika kembali menegaskan, dalam
lapor'annya ke kejati Bali tidak melapor-
kan orang per orang perangkat desa.
Tapi ia melaporkan kepada penegak
hukum tentang adanya dugaan penye-
lewenangan dana APBDes. Hal itu juga
diperkuat dengan adanya LHP Inspek-
torat Pemkot Denpasar. (san/dit)

I worga lanya l(eseriusan Keiati
Dalam Pengusutan Dugaan
Korupsi DD Dauh PuriKelod

j DENPASAR - Warga yang melaporkan
' dugaan koruosi dana desa (l)D) hrnrnirugaan korupsi dana desa (DD) hantpir
Rp I miliar di Desa Dauh puri Kelod,
Denpasar Bara! mulai mempertanyakan
keseriusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.
Pasalnya sebulan sejak laporan 7 fanuari
lalu belum ada perkembangan berarti.

I \oman Mardika, wa_rga yang melapor_
kan kasus ini mengaku sudah menanya-
kan perkembangan ke Kejati Bali pada

I Senin @12) lalu melalui sambungan
] telepon. Informasi yang dia dapat, KJyati
Bali sudah bersurat ke Inspektorat Kota
Denpasar. "Kalau sebatas bersurat ke
Inspektorat kok butuh waktu hampir seb-
ulan. Kokbaru sebatas bersurat. Menurut
say4 cukup lama prosesnyaj' ujar Mardika

1 
kepada koran ini kemarin (10/2).

Mardika beraharap Kejati Bali bisa beker-

Mardika sendiri mengaku sudah
mendapat informasi jika Inspektorat
memerintahkan sejumlah pihak yang
terlibat, segell mengembaiitun uurr!
yang hilang. Namun, Mardika melihai
dirinya tidak memiliki kapasitas se_
bagaimana yang dimaksud Inspektorat.
Sebagai warga yang mengetahui kasus
ini sejak awal, mardika berharap ada
penegakan hukum dhri Kejati Bali.
"Menurut saya vang terpenting penega_
kan hukurn," tandas pria 47 tahun itul
Mardika akan kembali menanyakan

kasusini ke Kejati Bali. Rencananya dia
akan datang langsung ke Kejati Bali pada
Selasa atau Rabu mendatang.
Dikonfirmasi terpisah, Kasipenkum dan

Humas Kejati Bali, Edwin Beslar menga_
takan belum mengecek kelanjutan kasus
ini. "Besok (hari ini) akan saya cekke ba_
gian pidana khsusu (pidsus)i kata Edwin.

,.Eddt menegaskan, jika cukup buki
ditemukan unsur tindak pidana korupsi,
maka status penelitian akan ditingkat-
kan menjadi penyelidikan. Edwin*juga
mempersilakan pelapor yakni I Nyoman
Mardika untuk mengecek perkemban_
gan kasus ini karena sudah mendapat
surat tanda terima laporan diterima.
"Perkembangan kasus ini seperti apa,
pelapor punya hak mengecek perkem_
bangannyai' tukas Edwin.

Sekadar meningatkan, dugaan kasus

korupsi dana desa di Desa Dauh puri
Kelod, ini bermula dari evaluasi inter-
nal dana ApBDes 2012. Darihasil audit
itu ditemukan Sisa Lebih l".rggur,uu;
Anggaran (Silpa) sebesar Rp 1,9-5-miliar.
Namun, setelah dimintai pertanggung_

]uru.bg, perangkar desa yakni pei6eke"l,
bendahara, dan kaur keuangan tidak bisa
menunjukkan jumlah uang Rp 1,95 mil_
iar. Danayang tersedia hurya Rp 900 juta.

.'Anehnya separo lebih dani yurrg ti_
dak ada itu tidak diketahui siapa lingmengambil. Mereka tidak ada yu"g _ui
mengakui. Akhirnya, dibentuklal tim
penelusuran kasus. Salah satu anggotanya
adalah sayal beber Mardika.

Meski demikian proses audit intemal
berlanjut dengan melibatkan auditor in-
dependen. Hasilnya menemukan selisih
yang tidak bedajauh dengan evaluasi se_
belumnya. Menindaklanjuti kejanggalan

Iu"g .u{u, akhirnya disepakati mJapor
kepada Pemkot Denpasar.
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Dewan Soroti
SP3 Kasus OTT

Gianyar (Bali Post) -
Turunnya Surat Penghentian Penyidikan

Perkara (SP3) kasus OTT terhadap mantan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu (DPMPSP) Kabupaten Gianyar Ketut Mu-
dana, mendapat sorotan kalangan DPRD Gianyar
dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Gianyar,
Senin (11/2) kemarin. Sementara Bupati Gianyar
I Made Mahayastra memastikan pasca-SPB Ketut
Mudana akan dikembalikan pada jabatan seting-
kat eselon IL

Fraksi Gerindra DPRD Gianyar melalui Sekre-
taris Fraksi Ida Bagus Nyoman Rai mempertan-
yakan apa yang dilakukan Bupati Gianyar terha-
dap Ketut Mudana yang kini sudah mendapqt SP8.
"Karena posisinya (Mudana - red) pernah dulu
eselon II, nanti bagaimana, kita tunggu jawaban
Bupati," ujarnya.

Anggota dewan yang akrab disapa Gus Rai ini
mempertanyakan SP3 itu, mengingat kasusnya
sudah menjadi perhatian publik. 'i{pa pun alasan-
nya, ini bersangkuttrrr$ryFfr*tb{*Tg I dan etika.
Masyarakat sudah telanj uF -riieflf a[ if,u," uj arnya.

Ditemui usai sidang, Bupati Gianyar I Made
, Mahayastra mengakui Ketut Mudana yang ka-
susnya ditangani Polda Bali sudah mendapat
SP3. Menurut Mahayastra, pasca'SP3 posisi pe-
jabat yang sempat terjerat kasus OTT itu harus
dikembalikan ke posisi semula sebagai aparatur

' sipil negara (ASN). "Sudah diberhentiLan penyi-
dikannya, sehingga harus dikembalikan ke seperti
semula. Wajib dia dikembalikan menjadi PNS dan
menyandang jabatan," katanYa.

Selama pioiut hukum berlangsung, pasca-OTT
Mudana dirumahkan namun tetap memperoleh
gaji sebesar 80 persen. Sementara pasca-SP-3-,
K"trlt M,tdana belum diaktifkan sebagai ASN.
"sekarang posisinya dia belum saya aktifkan
sebagai PNS. Kalau sekarang diaktifkan, maka
seolah-olah dia tidak pernah melakukan apa yang
pernah dia lalui dulu (saat di Panitia Seleksi eB-

elon II - red)," jelasnya.
Lantas di mana Ketut Mudana akan ditem-

patkan? Bupati Mahayastra mengatakan, begitu
pansel selesai bekerja, pria asal Kelurahan Sam-
plangan itu akan dilantik bersamaan dengan pe-
jabat yang lain, dengan posisi tetap pada jabata-n
setingkat eselon II. "Posisinya tetap di eselon II,
yang jelas bukan di perizinan," tegasnya.

Disinggung terkait alasan Mudana tidak
dikembalikan ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten
Gianyar, Bupati Mahayastra mengatakan image
Ketut Mudana pada posisi itu sudah tidak layak.
"Sudah jelek intage-nya. Orang pernah bermasalah
di sana kok dikembalikan ke sana (Perizinan -

red), artinya di mata masyarakat awam kan itu
masalah rasa, walau secara hukum sudah tidak
terbukti tetap tidak bagus lagi di sana," terang
pejabat asal Payangan ini.

Mahayastra mengatakan, pengisian jabatan itu
akan terealisasi setelah pansel selesai melakukan
penilaian. "Ya, nanti setelah pansel selesai beker-
ja. Secara aturan, bupati baru boleh melakukan
mutasi setelah enam bulan," te$asnya. (kmb35)

Edisi :

Flal :



5ub B;tgi'ilt i1 r.il'tlrls rlitti'.llt..l
'.1., l"'':' ii -

i:.'\r:,:." ri, ,i__i ,- :; 
itr- [ l{),1,.)1,; {\'.tl;"r'.,r+ '{') l

l1 [lr1'qlviriii [ii,ili

r,;;.!11'' 
"

ri;id,"l..' 1l

I
OPD Dimintalntens Berkoordlnasi dengan BPK

'Ingat, jangan takut' kepada
BPK. karena kami juga
memiliki fungsi melakukan
pembinaan secara umum,"
imbuhnva-
. Terliiit hal tersebut, Bu-
pati Eka Wiryastuti men-
saiak seluruh OPD di Ta-
6uruo uear berkoordinasi
dan berkomunikasi dengan
baik, serta memPersiaP-
Lan sesala hal khususnYa
dokumin yang berkait-an
dengan proseS Pemer)k-
saan.''Lakukan kggtunikasi
dan koordinasi serta Per-
siapkan dokumen-dokumen
vans dibutuhkan, sehingga
oemleriksaan LKPD daPat
Lerialan dengan laniar'
Saya minta agir Para OPD
terkaii untuk mengawal en'
try ini agar dokumen Yang
diperlu}an bisa tepat waktu
dan Iengkap." ungkaPnYa.

Dia menjelaskal. P.e.Tej'
iksaan yang rutln- drlaR-
sanakan setrap tahunnya
ini agar selalu memiliki
proaiess sehingga Kabu-
raten Tabanan bisa selalu

Tabanan (Bali Post) -
Tini Baclan Pemeriksa

Keuansan (BPK) RI Per'
wakilan Provinsi BaIi' Senin
(11/2) kemari-n mulai melaku.
ian'pemeriksaan interim
atas Laporan Keuangan
Pemerintlh Daerah (LKPD)
tahun anggaran 2018 Pemk-
ab Tabanan dan entitas ter-
kait lainnya. Tim bertugas
selama 30 hari atau beralhir
oada 12 Maret mendatang
buna mendukung kelan-
caran P.roses P."-..:ti*l::
ter6ebut, orgamsasr Perang-
kat daerah (OPD; ili Tabanan
diminta intens berkoordinasi
denean tim BPK.
'Tlm BPK-RI Perwakilan

Bali yang diPimPin 
-DonnYRamli saat bertemu Supatl

I Tabanan Ni Putu Eka WirY-
I astuti didamPingi Sekda I

Gede Susila mengungkaP-
kan, pihaknYa berharaP

. dukungan dan kerja sama
Pemkab Tabanan agar

' nemeriksaan tersebut daPat
Lerialan lancar. "Jika ada

" maialah, bisa disamPaikan'

menilapatkan WTP.'''Jan-
ean sampai kita terlena
itas hasil yang di dapat.
Jangan bangga jadi ju-ara'
tapi jaililah juara Ya_ng_ brsa
kousisten. Tetap jadr barts
terdepan dengan membina'

melatih teamwork. KiLa
pernah jatuh, dan jangan
sampai jatuh lagi ke oPini
di s clai me r," bebernYa-

la juga mengimbau agar
seiuruh OPD di lingkun'
gan Pemkab Tabanan ti-

BPK-BupatiTabonan NiPutuEhawiryastutisaatmenerimatimBPK-EI Pent:ahilanBalL

dak takut bertanYa kePada
tim BPK. TujuannYa, me-
ninimalisir kesalahan serta
mampu membuat laPoran
keuairgan yang lebih baik
lasi dan bisa dipertanggung'
jawabkan. (kmb24)
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Badan Patung
Dititipkan di Yogy aknrta
Sirsaraja (Bali Post) -

pl ov"l tahap ketiga Ruang Telbuka Hijau (RTH)
,Tanran Bung Karno di Lingkungu Sangket' 6elu-
;rahan' gukmada, Kecamatan Suka11d1, _t:"if^ti;;;;i'.tl;;;;"k;;. P" i'k.uo' prov€ k van g s udah
,ilo-.d".atkan perpaniangan pekerjaan selama 50,ile-ndapatkan perpanjangan peke-rjaan
ihari, tihak dapat menuntaskar pekerjaeiii*i. iit.t atpit menuntiskan pekerjaannya' Atas

'kondisi 
iru, Dinas Perumahan Permukinran dan Per-

;";Il;" (P;rkimta) menitipkan bagian Itatun-g van€
'belum tuntas itu di tempat patung itu dikerJalran' or

lYogyakarta.

Ni Komang Surattili,.Senin
(11/2) kemarin, mengatakan
p_ePatung yang di\ontrak
oleh pelalGana ProYex sumn
membuat cetakan Patug. G-
takan itu dibuat dengan bahan
dasar fiber. Pematung tinggal
melakukan cor logam terma-
suk penceta.kan, sehilgga ba-
gim patug rtu tmtas. HanYa,
pengecoran dan Pencetalran
-loeam membutuhkan waktu
selitar tiga pekan. AkibatnYa,
cetakan patung itu dibiar-
kan di Yogyakarta. Namun,

. dititipkan secara resmi meng-
gunakan berita acara. "Su-

dah dengan berita acrariYa.
Seuua tragian yang sudah
selesai, termasuk kePingan,
semuanya kami simPan di
RTH. Sedaugkan yang belun
selesai dikerjakan kami titiP-
kan di Yogyaka'ta," katauya.

Menyusul tidak turtasnYa
pelak"anaan ploYek, rtu, 

,Su-rattrnr berlanJr melaKuxan
kaiiro teknis. Kajian itu alan
diij"kuo kepada Lembaga
Kebuakan Pengadaal Barang
dan Jasa Pemerintah (IJ(PP)
Piha.knva alan meminta fatwa,
apakahprcyek itulle d ila nlu!-
kan dengan Pmseolu PemuJu-
km langsmg (PL) atatr haru
rl;mulai dri nol hgi.

"Kami tidak ingin salah
melangkah. PasalnYa, tmben
teriadi senerti ini. Pembuatan
pa[ug ja-drnya_ setengah sata.
'Kami akan melaxu-kan kajran
clulu. Kalau dilanjutkan seP-
erti apa kebijakannYa Kalau
mulai darinol juga kani Perlu
petujuk lanjrrtarl," tegasnYa-

Selau itu, Penleuntah Da'
sfi melakukan Penghitungan
total pekerjaan yang telah
dilakukan kontr.altorj Pelak-
sana: Proyek itu diperkilakan

baru selesai 49 persen dari to-
talbiaya pembangunan RP 5,4
iniliar'. Sejauh ini, pemerintah
baru membayu kepada Pem-
borong Rp 2,64 mfiar. Pener-

intah akan nena$ih dend
keterlambatan ProYek R
270 juta yang harus d-ibaYr

kontraktor itu, sebagai bial
jaminan proyek itu. (kmb3t

Ni Komang Surattini
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Kepala BPBD Kota DenPasa4 lB

loni Wirabawa saat dikonfirmasi,
Senin i11l2J mengatakan, mobil
damkar yang sudah berusia tua
saat ini dalam proses menunggu

ladwal lelang. .SebanYak B,unit
mobil damkaritu Yakni 4 unit
ukuran besar dan 4 unit lagi
ukuran sedang !enis Panther
yang memang sudah tidak laYak-ber6perasi. 

Bahkan kondisinYa
saatini semakin parah karena
tidak pernah dioPerasikan seiak
pemutihan dilakukan

Untuk itu, pihaknya ingin
melakukan lelang secepatnya. Say-

angnya hingga kini jadwal belum
ada untuk dilakukarr pelelangan.
"Mobil itu memang sudah tua,
tahun mobilnyaiuga 80-9Oan. fadi
memang sudah tidak layak pakai,
ditambah lagi kerangka yang
sudah tua dan kondisinya sudah
parah. fadi itu sudah dilakukan pe-

mutihan pada 20L7 lalu. Makanya
kita akan lelang," ungkap IB loni.

Kini mobil damkaryang sudah
uzur tersebutmasih berada di Pos

BPBD luanda Renon. Mobil-mobil
itu pun tidak dilakukan perawat4n
Iagi karena memang tidak ada

anggaran. lika dipaksakan, maki
anggaran yang 0tnaDIsKan nlngS;
dua kali lipat dibandingkan mobi
yang,masih layak saat.ini yakn.
Rp 10 juta hingga R.p 15 iuta per'
tahunnya.
, DiungkapkanlBfoni,tidakade
penambahan armada lagi di tahut
ini, karena dengan jumlah kenda
raan yang ada dirasakan sudal
cukup untuk mengatasi bencan:
terutama penanganan kebakaral
di Kota Denpasar. "Sementar:
ini kami masih memiliki cuku;
armada dengan 8 Brandwee
[mobil pemadam kebakaraml,
mobil tanqki, dan 3 mobil bac
up. ltu maslh mampu untuk meny

elesaikan masalah kebencanaan
imbuhnya.

IB Joni akan menanYakan ken
bali waktu lelang yang dilakuka,
'oleh BPKAD Kota Denpasar..P
haknya pun menargetkan tahu
ini mobil tersebut sudah dilelan;
Sebab, lika dibiarkan terus, k(
adaan mobil akan lebih Paral
Apala$ tidakada dana Perawata
"Ya kami harap tahun ini suda

selesai. Nanti saya akan tanYaka

kapan sebenarnya iadwal lelar
untukmobil itu,"jmbuhnYa. 6 n

Iadwal Lelang Mobit
Damkar Belum Pasti
* 8 Unit Armada Diputihkan karena Sudah Tua
"Mobil itu memang

sudah tua, 'tahun
mobilnya juga 80-

90an. Jadi memang
sudah tidak layak

pakai, ditambah
lagi kerangka yang

sudah tua dan
kondisinya sudah

parah. Jadi itu sudah
dilakukan pemutihan

pada 2017 lalu,

Makanya kita akan
lelang"

DENPASAR, NusaBali
Sebanyak B unit mobil Pem-

adam kebakaran {dantkarJ sudah

drlakukan nemutihan oleh Badan
P,engelola- Keuangan dan Aset
Itaerah IBPKADJ Kota Denpasar
sejak 20i7 lalu. Mobil yang dalam
kondisi rusaktersebut rencananya

akan dilelang pada tahun 2018,
namun hingga kini jadwal Peie-
langan belunr dilakukan,

. NUS$ALWUDA

SEJUMLAH mobil pemadam kebakaran yang kondisinya sudah rusak
menghuni Pos BPBD Juanda Renon.
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Pasca Terima SP3 Kasus Operasi

Mantan Kadis PM-PPTSP
Kembali ke Eselonz

GIANYAR, NusaBali
Mantan Kepala Dinas (ka-

dis) Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpa-
du Satu Pintu [PM-PPTSP]
Gianya

u Pintu (PM-PPTSP)
rr, Ketut Mudana,S0,r, Ketut Mudana,S0,

akan kembali memegang Ja-
batan Pimpinan Tinggi [JPT)
Pratama/eselon 2, seting-
kat kepala dinas atau badan.
Pengembalian ini pasca ter-
bitnya SP3 [surat pemberita-
huan penghentian penyidikanJ
kasus OTT foperasi tangkapOTT (operasi tangkap

) dari Polda Bali untuktanganJ r

Mudana, sekitar akhir 2018.
Hal itu ditegaskan Bupati

Tangkap Tangan Perijinan

usai menffidiri sidang le-
nyampaian Pamandangan
Umum Fraksi atas Enam
Ranperda di DPRD Gianyar,
Senin [11/2). "Saya harus
kembalikan yang bersangku-
tan (Mudana,RedJ ke jabatan
eselon 2. Pengembaliannya
masih menunggu mutasi pela-
bat nanti," jelasnya.

Bupati Mahayastra menam-
bahkan, Mudana wajib kem-
balijadi PNS dan menyandang
jenjang jabatan, sebagaimana
dijabat sebelumnya. Karena
sebelumnya menjabat JPT
pratama/eselon 2, maka Mu-
dana tak lagi harus ikut le-

lang, seperti pejabat lain yang
menginginkan jabatan esleon
2. Hanya saja, Bupati men-
gaku tak lagi memberikan Mu-
dana bertugas sebagai Kadis
PMPPTSP Gianyar. Menurut
Bupa!i,. pbnempatan MUda?a +

di luar Dinas PM-PPTSP agar
masyarakat tak menilai, orang
bermasalah dikembalikan ke
posisi semula atau saat terjadi
kasus OTT. Karena di mata
masyarakat awam akan me-
nilai jelek jika Mudana dikem-
balikan ke tempat semula.
"Kami jaga perasaan rakyat.
Ini masalah rasa. Walaupun
secara hukum yang bersang-

$i
"til.

' 
i! l:\

; i';i,l r,

i;','

rGtanya r I Made MahayaStra

kutan tak terbukti bersalah,"
jelasnya. Pasca SP3 kasusnya
terbit, pejabat asal Kelurahan
Samplangan, Gianyar ini men-
jadi staf dan hanya bergaji B0
persen.,

.. .Sebelumnya, Tim Satgas
Counter Transnational dan Or-
ganized Crime ICTOC], Subdit
Ill Tipikor Ditreskrimsus Polda
Bali melakukan 0TT di Kantor
Dinas PMPPTSP Gianyar; Senin,
12 Juni 2017. OTT berdasArkan
laporan dugaan pungli terkait
pengurusan Tanda Daftar Us-
aha Panwisata (TDUPJ Nomor
s03 / 06s / DPMPTSP / PW /
2017, milik I Putu Suasta yang

diajukan oleh Dewa Nyoma,,
Oka Trisandi di kantor terse-
but. Petugas melakukan OTT di
ruang Kabid Perijinan B, I Nyo-
man Sukaria. Tint menemukan
barang bukti uang tunai Rp
14.450.000. Tak hanya Sukarja,
polisi juga menetapkan Kadis
PM-PPTSP Gianyar Mudana
sebagai tersangka dengan
dugaan pungli yang dilalukan
Sukarja atas perintah Mu-
dana. Dalam proses hukum di
Pengadilan Tipikor Denpasa4
Sukarja dijatuhi vonis, Rabu,
25 Januari 2018, berupa denda
Rp 50 juta, subsider lima bulan
kurungan. 16: lsa
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Terima BPK, Bupati Artha"
Minta OPD Kooperatif

BUPATI Jembrana I Putu Artha smenerima entry meeting tim pemerikse

tP*, d' *,T9 .,t tryl' lTg.*f"TIl?

ini. Pihaknya pun mengimbau
kepada para kepala OPD kooP-
eratif dalam mengikuti pemer-
iksaan yang dilaksanakan BPK.
Begitu juga dalam pemerik-
saan nanti, para kepala OPD
diharapkan tidak ragu untuk
berkonsultasi menyangkut
laporan keuangan.

Bupati Artha menambah-
kan, sesuai dengan pesan Men-
teri Pemberdayaan APanatur
Negara dan Reformasi Birokra-
si (MenPAN-RBJ Syafruddin
saat menerima rapor SAKIP di
Banjarmasin, beberapa waktu
|alu, pemerintah daerah di-

' minta lebih matang dalam
melakukan perencanaan dan
matang dalam menggunakan
anggaran untuk masYarakat.
"lmbauan tersebut tentunya
harus disikapi juga dengan
melakukan pertanggungiawa-
ban atau pelaporan yang baik.
Saya berharap semua kepala
OPD serius dalam menjalank-
annya," tutur Bupati Artha,
yang didampingi Plt Asisten Il
Sekda I Gusti Ngurah Sumber
Wijaya, Inspektur Ni Wayan
Koriani, dan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) I Dewa
Gde Kusum-a Antara. 6 ode

NEGARA, NusaBali
Badan Pemeriksa Keuangan

[BPKJ menggelar entry meet-
ins denqan Bupati Jembrana
t Futu Artha, Senin [11l2)'
Pertemuan di Ruang VIP Bu-
pati f embrana, itu berkenaan
dengan pemeriksaan LaPoran
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Jembrana tahun ang-
garan [TA] 2018.

Ketua Tim Pemeriksa lrfan
Kusuma, mengatakan dia ber-
sama timnya akan melakukan
oemeriksaan selama 30 hari
i<erja di Jembrana. Untuk mem-

perlancar pemeriksaan, dia
mengharapkan kerja sama dari
jaj.aran OPD Pemkab fembrana.
"Pemeriksaan kami lakukan ber-
tahap. Mulai dari pendahuluan
hingga pemeriksaan terPerinci.
Kami mohon dukungan dari
pemkab untuk data dan doku-
men di masing-masing OPD,"
ungkap lrfan Kusuma, didam-
pingi tiga orang anggotanya.

Sementara BuPati Artha
memastikan dukungan ter-
hadap pemeriksaan BPK Yang
menjadi bagian evaluasi Pe-
nyelenggaran pemerintahan
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Tim BPK RI Lakukan

Pemeriksaan LKPD Tab anan

BUPATI Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menerima tim BPK yang
melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) tahun anggaran 2018, Senin (11121:' : , .. ' ,r,',

Melalui entry meeting ini, Bu-
pati Eka berharap tim dari BPK
perwakilan Bali tetap menun-
tun seluruh OPD di lingkungan
Pemkab Tabanan. dan intens
melakukan komunikasi dan koor-
dinasi dengan pihaknya. "Saya
harapkan terus tuntunan, komu-
nikasi, koordinasi terhadap kami
di Tabanan. fangan pernah capek
ngajarin kami, ngomelin kami,
serta mengkritik kami. Karena
dalam berbuat menuju yang lebih
baik, perlu output kritik. Maka dari
itu, kami siap untuk dikritik, untuk
berbenah menjadi yang lebih baik.
Maka dari itu harus ada komuni-
kasi dua arah," harapnya.

Bupati Eka menambahkan, se-
luruh 0PD di lingkungan Pemkab
Tabanan jangan takut bertanya
kepada tim BPK. Sehingga nanti-
nya bisa meminimalisir kesalahan
dan membuat laporan keuangan
yang lebih baik lagi dan bisa
dipertanggung-jawabkan.

"langan takut bertanya. Kapan
lagi bisa bertanya. Tanya semua
hal yang bertuiuan dan bisa
memperbaiki laporan keuangan
kita. Dan tentunya sesuai dengan
mekanisme dan aturan yang
benar, sehingga kita bisa selalu
konsisten dari tahun ke tahun."
tandasnya. 6, de

TABANAN/NusaBali Terkait itu, pihaknya mem-

l";;;;tt'T;;;; Ni puru 6p" butuhkan do.kumen terlampir,
I w i."irt"ti J, d ;; ; i ; ;i i;[4-. sedangkan dokumen lainnya yans

I i;;i;;,* h;;;;;'ii ch;a;'i !'tuf tercantum dalam surat

i" '.i"lli"'T;t'b'ei"i;.'#i, '11utu",g,-'"!ili-" I:T:lill gan rancar. Saya minta asar para
menerima ii. Budan Pemeriksa gilill p:'il:i"1li ltl::'Ii11l' 6po t..t ait un-tuk mengaial entry
Keuangan IBPK) RI perwakilan flnillf|IiI l],p_" T:lllt:-Tllla iniaearaokumenyangliperlukan
BaliyangdipimpinDonnyRamlidi sa{}oanl99,i9llitl::_ty:p-'1]i bisa tepat waktJ dan Iingkap,"

r rirarie t6rii buiati, Senih 0l /2). . ' Kamr bernarap o.utlulgin oan pinta Birpati Eka.
Kddata'ngantimBPKRIProvi;- I::affiTt:::l,ft^Tft^13:::T Bupati Eka iuga menjelas-

| 'i ri'rii"r"?''il;il'.i;r;k"i.r' 9'".gfD l"'\ij!"qill:-k::li1l run]7.'n"'ikasaan yans rutin
I pemeriksaan inteiim atas Laporan ll?-' ol:u 

?tll?li-" j,:iry,llT:lf attat danatan setiap tahuniniagar
, keuangrn Pemerintah Dierah llf iii:i:i':l-tj:?..:l:i:l]r- selalu memiliki proses kemaiuin.
r llreo) tahun anggaran 201B [il; il-9-1t-lillq1i P|]t-1tj,19,1 senineea KabupatenTabananbisa

] i'emkab Tabanan dii entitas ter- !H_K1_{af1,151fl]'gi::,Tf ll selalu""mendapatkan opini waiar
kait lainnya. tungsr melat("1:.:- R:T-?:""tn tanpa pengecualian (wrp). "lin-

Donnv Ramli saat bertemu secara umum," tutur Donny' , nl.?i"ori kita terlena atas hasil
Bupati Eka mengatakan timnya 

^":1P,ul-1T.1.:':icXl::,::i:l.T 
yu"g didapat. Berbuat itu gam-uuporr Lt\q rrrrrrFqrqr\qrr rrrrrrrtq ^-^ i.,, varr< uru

ke Tabanan akan- melaksanakin llPD-dr]ilq\il_q?l ilTIlP,'^": !an[ tapi mempertahankan-yang
tugas pemeriksaan selama 30 hari, Pi.li I lqil !,tjlt_":ljl1?,:' l1l iutitltariean barigga iadi juara, tapi

' difturai dari Senin (1 1/2). pemer- 9::I1Tyl'f:' 1t'lF1:,:"l1,te,lt] ;rairrn liara yan'[ bisa konsisren.
iksaan inisesuaidengan'surat t"- T:T!1f-tiip_Yl ::qlj1i1-ii: tetap lidi baris t"erdepan dengan
eas No 31/ST lXlX.DpS/02/2619 doKumen yang.DorKartl,lt 

len,gan membina,melatihteamwork.Kita
I ianeeal 6 Februari 20i9. r'Kami 

Pf:-tt_t,,f-t-T:1.'-*liil;,-tllllll pernatr jatuh, dan jangan sampai
il.u^i"*^r^u..nrtran rrrncc kOmUnlKaSl Oan K.OOfOInasl Sefta :-+,,L t.'-i L- nnini .ti.rtaimor,,i;il;';i"k';""# t.,;;; il;;;: I:rylil.ll 1l l:"'9'ii:i ::T: i*iil'iJii r." opi'ii dTscraimer,"
]iksran selama 30 hari. Pemerik- perslapKan. doKumen-ooK'men t.ertnvul
I saan tersebut dimulai 1 1 Februari {i^1C^1t?Yj}lTl:s 

enrnsga pemer-

2019 dan akan berakhir 1i M;;;i iksaan LKPD dapat berlalan den-

120t9,' jelasnya. 'l

,\\-t-[0\\

I.L I[L,
l

l

LE

;r':*

tl,l ll"l i

1.rlil ' I

.-'.t' t-

7@ r FU
Y
J



S ub Eag ia n l-t Lj rr.t,r:ls,rJ;llr

ll? atl cd;l ,r':,l|S i;,,{ i{ ii/

KASUS Oil

Kadis Tersangka OTT Di-Sp3
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GIAIIYAR- Ketut Mudana, 48, tersangka yang terjaring
Operasi Tangkap Tangan (OTT) rupinya ai"yuiatai
bebas. Mantan Kepala Dinas penanaman'Modal dan pe_
layanan Satu pintu (DpMpSp) Gianyar itu memperoleh
Surat Penghentian penyidikan perkira (Sp3) dari polda
Bali. Turunnya Sp3 sempat dipertanyakan DpRD Gianyar
dalam sidang paripurna, Senin (t t/i).
Dalam pandangan fraksi Gerindra DpRD Gianvar

yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Ida Bagus Nyoman
Rai mempertanyakan turunnya Sp3 terhadap Ketut
Mudana. "Dengan di Sp3-nya saudara Ketut Mudana,
apa kebijakan saudara bupati terhadap yang bersang_
kutan?,"tanya Ida Bagus Nyoman nai dihadapan sidang
paripurna yang dihadiri para Kepala Organisisi perangl
kat Daerah (OpD), undangan dan bupiti Gianyar. Usii
sidang, kepada koran ini Gus Rai -sapaan akrabnya
mempertanyakan Sp3 itu mengih.gat kdsushya sudah,
menjadi perhatian publik. 'Apapun alasannya, yang"

. bersangkutan moral dan etika, masyarakat sudah ter_
, {anjur melihat itui' ucapnya.
. - Kata dia, SP3 ini menyangkut rasa keadilan masyarakat
ldan m-oralitas di tengah maiyarakat. ,,Kami inginkan yang

. ierbaik. Kalau memang tidak terbukti, bagaimana siatui
, pegawainya? Apa mau dikembalikan atau bagaimana?

":.Ini berkaitan dengan rasai' kata politisi asal Kecamatan
.,Gianyar itu.
-" Sementara itu, bupati Gianyar Made Mahayastra men_
'gakui Mudana sudah menerima Sp3. "Sp3 artinya sudah
dihentikan penyidikannya. Maka statusnya seperti sem_
ula, sebagai PNSi' j4asnya.

- 
Selama proses hukum berlangsung, pasca- OTT Mudanadirumahkan namun t"tup -"-p"iof"f, guji ,uUesar B0persen. "Dia belum saya aktifkin seUag? eNs. Kalausek3qalS diaktifkan, maka seolah_ofun aiu iiaak pernah

.T-"l1tkT,,apa yang pernah aia raruiauru irien;aoi pe_jabat, Red)i'ucapnya.
Lalu dimana Mudana ditempatkan? pada saat mutasinanti, bupati akan kembali menempatkan Mudana se_bagai pejabar eselon II, 

_Na.1ri -";;"gg"'*;ktu, begituPansel (panitia Seteksi,Red) selesai. fiju Jifu",it ai
:r".lo^n 

II tetap, yang jelas bukan di pirrur*p".irirrun
lagi. Saya sudah bertanya,,' terangnya.

Mengenai waktu penempatan, bupati akan menung_
gu waktu sesuai aturan. tseca.a 

uturun U"ou,i Uur.,
bisa melakukan mutasi setelah o U"lu" _"rriJUut. vu,nantilahi' tukasnya.
Diberitakan Jawa pos Radar Bali sebelumnya,

Polda Bali melakukan OTT di kantor Oi"u, p".,u_
naman Modal dan pelayanan Satu eintu (OltvtlSl;
Kabupaten Gianyar pada Iumat l6Iuni ZbrZ. e*uf _

nya polisi menangkap Kabid perizinan I Nyoman
DuKarla karera menyalahi wewenang dengin me_
meras pemohon izin. Sukarja -"_"ri. peigusaha
sebesar Rp l5 juta lewat keitas berkode'ts 

-f,errgan

stempel dinas.

..tlk r:--qui sehari pascapenangkapan Sukarja, I
Ketut Mudana ikut ditetapkan se"Uagai tersangka.
Baik Sukarja dan Mudana sempat dirilis oleh polda

P:li ::O-"t"t tersangka kasus bTT. Na-,rn,-nunyu
berkas 

.Sykllju yang naik ke meja hijau. Sukaija
yang telah divonis kini sudah be6as dan berhenti
sebagai PNS. (draldot)
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HapusAsetMan
NEGARA - Sejumlah

aset milik pemerintah'Kabupaten 
Iembrana

,.,,. ternyata banyak mangkrak." Bahkan beberapa aset sudah
mangkrak bertahun-tahun.
Iuga ada aset mendapat
opini disclaimer atau Tidak
Menyatakan pendapat dari
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Karena iru, DpRD
Jembrana menyaranka
penghapusan aset yang
mangkrak dan memanfaatkan
aset yang sekiranya masih di
man faatkan.

Hal tersebut disampaikan
anggota DPRD Iembrana
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Pemkablembraila

I Nyoman Sutengsu
Kusumayasa. Menurutnya,
aset Pemerintah Kabupaten
Iembrana cukup banyak
yang tidak dimanfaatkan,
seperti aset dengan
nilai cukup besar mesin
pengolahan kompos yang
saat ini berada di gudang
tempat pembuangan akhir
(TPA) Peh. Serta aset mesin
megumi yang juga tidak
dimanfaatkan, padahal
mesin untuk pengolahan
air laut rnenjadi air
minum tersebut nilainya
miliaran rupiah. "sangat
disayangkan, aset Desar

tapi tidak dimanfaatkan,,,
terangnya, kemarin (Ll /2).
Menurutnya, .khusus

mengenai aset megumi
sebelumnya diserahkan
perusahaan daerah
(Perusda) Iembrana untuk
dikelola dalam keadaan
mesin rusak. Sehingga
menjadi beban dari perusda
Jembrana, padahal mesin
tidak bisa digunakan.
Semestinya, perusda
Iembrana mengusulkan
untuk evaluasi aset.
Menurut politisi pDIp

ini, penghapusan aset-aset
tersebut sebenarnya mudah

ilakukan. Karena asettidak bermanfaat lagi
tersebut milik pemerintah "Kalau tidak produktif lagi
kabupaten, apabila tidaklebih baik diputihkan,
mungkin bisa dikelola dan tegasnya.
asetnya tidak produktif, Selain aset kompos dan
s.emestinya dihapusmegumi, Suheng juga
dengan cara dan aturanmenyarankan agar aset-
penghaptrsan yang sudah aset lain berupa bangunan
ada. "f idak susah kalau adayang sebelumnya untuk
kemauan," ungkapnya. rumah dinas, tetapi
Karena modal untuktidak dimanfaatkan agar

penghapusan sudah ada, dimanfaatkan misalnya
yakni aset seperti megumiuntuk guest house. Saat
srrdah tidak bisa dikelola ini, aset bangunan tersebut
oleh Perusda Jembranahanya jadi beban daerah
daripada, saat ini masih jadi u ntuk p e m e Ii haraa n,
beban perusda. Termasukpadahal tidak digunakan.plgl4pKAN: Aset pengolahan
mesin kompos yang sudah (bas/dit) mangkrak bertahun-tahun

FOTOT. AAgRFAOAH BALI

kompos yang ada di TPA Peh,
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